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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas 

segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan 

Laporan Tahunan Balai POM di Palu tahun 2021 ini dapat 

diselesaikan. Pembuatan Laporan Tahunan ini merupakan 

wujud pertanggungjawaban serta bentuk transparansi 

atas kegiatan pengawasan yang dilakukan Balai POM di 

Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai selama 

setahun.   

Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten 

Banggai sebagai unit pelayanan teknis BPOM senantiasa melakukan pelayanan publik yang 

diperlukan oleh masyarakat khususnya dalam menjamin Obat dan Makanan aman, bermutu dan 

berdaya saing sesuai dengan visi dari Badan POM. Dalam mewujudkan visi tersebut, banyak 

tantangan yang dihadapi salah satunya Pandemi Covid-19. Masalah ini merupakan masalah yang 

serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan salah satunya yaitu pelayanan publik. 

Balai POM di Palu dan Loka POM di Banggai tetap wajib memberikan informasi yang mudah 

diakses oleh masyarakat guna pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Palu yang berkualitas 

dan efektif bagi masyarakat. 

 Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis karena berdampak bagi kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat secara luas. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Badan 

POM, diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Untuk memperluas 

jangkauan pengawasan terkait obat dan makanan diperlukan peran lintas sektor khususnya dinas 

kesehatan kabupaten/kota dimana keseriusan Balai POM di Palu dan Loka POM di Banggai 

dibuktikan dengan adanya  Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik kepada daerah untuk kegiatan 

pengawasan fasilitas kefarmasian dan pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). 

Peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan sangat diharapkan. 
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Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman 

tentang Obat dan Makanan sehingga masyarakat menjadi konsumen cerdas dalam melindungi diri 

sendiri terhadap Obat dan makanan yang tidak aman bagi kesehatan serta mampu memilih suatu 

produk yang baik yang memenuhi persyaratan untuk dikonsumsi. 

 Pemberdayaan masyarakat di masa Pandemi Covid memunculkan ide kreatif dengan 

mengajak kerjasama perguruan tinggi untuk menjadikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik menjadi 

sesuatu yang menarik dengan tema KKN Asyik menjadi Fasilitator Edukasi Obat dan Makanan 

(KAFE OM) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan tetap dilanjutkan pada tahun 2021. 

Pada kegiatan ini mahasiswa Universitas Tadulako yang melaksanakan KKN sekaligus 

menjadi agen edukasi pengawasan obat dan makanan yang sebelumnya telah diimplementasikan 

kepada masyarakat secara kreatif berbagai macam media sosial. Kegiatan-kegiatan Komunikasi 

Informasi dan Edukasi (KIE) yang lain juga  masih dilakukan bekerjasama dengan Tokoh 

Masyarakat serta lintas sektor terkait. 

 Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan terhadap sarana produksi, distribusi serta 

pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah baik oleh Balai POM di Palu maupun 

oleh Loka POM di Kabupaten Banggai. Selain itu dilakukan juga pengawasan iklan dan penandaan 

produk obat dan makanan. Pelanggaran kejahatan pidana di bidang Obat dan Makanan dilakukan 

oleh seksi Penindakan. Pengujian produk obat, pangan, obat tradisional, kosmetik serta suplemen 

kesehatan dilakukan oleh laboratorium Balai POM di Palu untuk memastikan mutu, keamanan dan 

kemanfaatan atau khasiat dari produk beredar merupakan bagian dari pengawasan post market.  

Dalam masa pandemi, Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai turut 

mendukung percepatan pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19 dengan melakukan 

intensifikasi pengawasan sarana distribusi & pelayanan kesehatan di kab/kota dimana hampir 

semua puskesmas (75%) menjadi target pengawasan dalam rangka pengawalan mutu vaksin yang 

akan beredar di masyarakat. 

Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai Balai POM di Palu serta Loka POM 

di Kabupaten Banggai, atas segala dedikasi, kerjasama yang baik sehingga target yang 

direncanakan tahun 2021 dapat kita capai dengan baik. Meskipun ada kendala dikarenakan 

Pandemi Covid 19 namun semua bisa kita jalani dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Penghargaan kepada tim penyusun Laporan Tahunan 2021 yang telah bekerja keras menyusun 

dan menyelesaikan Laporan Tahunan 2021. 
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Demikianlah semoga laporan tahunan Balai POM di Palu tahun 2021 dapat bermanfaat bagi kita 

semua.  

 

Wassalamu’alaikum Warakhmatullahi wabarakaatuhu. 

Palu, 04 April 2022 

Kepala balai POM di palu, 

 

Agus Riyanto, S.Farm., Apt. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN  

1.1 GAMBARAN UMUM INSTITUSI 

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu merupakan Unit 

Pelaksana Teknis Badan POM di daerah.  Balai POM di Palu diklasifikasikan sebagai Balai POM 

Tipe A. Selain itu, telah dibentuk 40 Loka POM yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh 

Indonesia, salah satunya di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 

 Balai POM di Palu dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, secara teknis Balai 

POM di Palu dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM 

di Palu beralamat di Jl. Undata No. 3, Kota Palu. Secara struktur organisasi Balai POM di Palu 

dipimpin oleh Kepala Balai dengan tingkat eselon IIIa dan membawahi 1 Subbagian Tata Usaha 

yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dengan tingkat eselon IVa serta 5 Substansi, 

yaitu Substansi Pengujian, Substansi Pemeriksaan, Substansi Penindakan, dan Substansi 

Informasi dan Komunikasi yang masing-masing memiliki 1 orang koordinator dengan jabatan 

sebagai pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM). Selain 1 koordinator, masing-

masing substansi Balai POM di Palu juga terdiri dari pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan 

Makanan (PFM), sedangkan di subbagian tata usaha terdiri dari 1 orang Kasubbag Tata Usaha 

serta pejabat fungsional tertentu lainnya (fungsional kepegawaian, arsiparis, perencana) dan 

Pejabat Fungsional Umum.  
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Gambar 1.  Struktur Organisasi Balai POM di Palu 

 

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi 

  Balai POM di Palu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di 

wilayah  Provinsi Sulawesi Tengah. Balai POM di Palu menyelenggarakan fungsi yang mencakup 

berbagai kegiatan sebagai berikut: 

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/ 

fasilitas pelayanan kefarmasian; 

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan 

Makanan; 

5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; 

6. Pelaksanaan pengujian (kimia dan mikrobiologi) Obat dan Makanan; 

7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 
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9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

  

1.2 Visi dan Misi 

Visi dan Misi pembangunan Nasional untuk tahun 2021 sampai 2024 telah ditetapkan 

dalam peraturan presiden RI tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah 

nasional (RPJMN 2021-2024). Visi pembangunan Nasional Indonesia 2021-2024 adalah: 

Berdaulat, maju, adil, dan makmur.  

Selaras atau sejalan dengan visi misi tersebut maka Balai POM di Palu mempunyai visi, 

misi dan budaya organisasi sebagai berikut :  

 

Visi 

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia 

maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.  

 

Misi 

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan 

kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas 

manusia Indonesia 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan 

keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang 

produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa 

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan 

Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka 
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Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa 

aman pada seluruh warga 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan 

pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan 

 

1.3 Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh 

anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Budaya Organisasi Badan POM adalah PIKKIR, sebagai 

berikut: 

Budaya Organisasi 

1. Profesional: menegakkan profesionalisme dengan integritas, ketekunan dan komitmen yang tinggi. 

2. Integritas: konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan 

keyakinan. 

3. Kredibilitas: dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. 

4. Kerjasama tim:  mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. 

5. Inovatif: mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. 

6. Responsif/Cepat Tanggap: antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah. 

 

1.4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi 

8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi 

1. Manajemen Perubahan 

2. Penguatan Pengawasan 

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

4. Penguatan Kelembagaan 

5. Penguatan Tata Laksana 

6. Penguatan Sistem Manajemen Aparatur 

7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

 

 



 

 5 
 

 

 

1.5 KEGIATAN UTAMA 

 Sesuai dengan yang tercantum dalam rencana strategis Balai POM di Palu Tahun 2021-

2024 dan penetapan kinerja Balai POM di Palu Tahun 2021 memuat 11(sebelas) sasaran kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di 

Palu 

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 

di wilayah kerja Balai POM di Palu 

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan 

Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu 

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik 

di wilyah kerja Balai POM di Palu 

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah 

kerja Balai POM di Palu 

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di 

wilayah kerja Balai POM di Palu 

7. Meningkatnya efektivtas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai 

POM di Palu 

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal 

9. Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal 

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan 

Makanan 

11. Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel 

 

1.6 Kegiatan Prioritas 

 Berdasarkan kegiatan utama tersebut ditetapkan kegiatan prioritas dengan indikator 

kinerja serta target yang dilaksanakan selama tahun 2021 serta telah dituangkan dalam perjanjian 

kinerja Balai POM di Palu serta capaiannya sebagai berikut :  
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Tabel 1. Data Capaian Kinerja Balai POM di Palu 

No INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Persentase Obat yang memenuhi syarat 83,60 

2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat 80,00 

3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan 

88,28 

4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan 

hasil pengawasan 

67,00 

5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap 

Obat dan Makanan aman dan bermutu 

74,00 

6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian  

bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan 

Makanan 

84,50 

7 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan 

Obat dan Makanan 

73,00 

8 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik 

Balai POM di Palu 

89,00 

9 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana 

produksi dan distribusi yang dilaksanakan 

89,00 
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10 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang 

ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 

72,50 

11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu 

88,00 

12 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan 

50,00 

13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan 

72,00 

14 Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu   3,46 

15 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan 88,73 

16 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah 

(PJAS) aman 

20 

17 Jumlah desa pangan aman 6 

18 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 2 

19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai 

standar 

93,00 

20 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji 

sesuai standar 

91,00 

21 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang 

Obat dan Makanan 

  

64,00 



 
 

8 
 

22 Indeks RB Balai POM di Palu 90,00 

23 Nilai AKIP Balai POM di Palu 85,00 

24 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu 77,00 

25 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan 

Makanan sesuai standar GLP 83,00 

26 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di 

Palu yang optimal 

2,00 

27 Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu 94,00 

28 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di 

Palu 

Efisien 

(90,00%) 
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BAB II 

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN 

 

2.1 LINGKUNGAN EKSTERNAL 

A. Data Umum Wilayah Kerja 

1. Luas Wilayah Kerja 

Balai POM di Palu memiliki luas wilayah kerja 43.232,98 km2 yang terdiri dari delapan 

wilayah kabupaten dan satu wilayah kota dengan 121 kecamatan, 111 kelurahan dan 

1.214 desa.  

 

Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Balai POM di Palu 

2. Jumlah kabupaten/kota 

Kota    : 1 (satu) 

Kabupaten   : 8 ( delapan ) 

Kecamatan   : 121 (Seratus Dua puluh satu) 

Kelurahan   : 111 (Seratus Sebelas) 

Desa   : 1.214 (Seribu Dua Ratus Empat Belas) 
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3. Pola transportasi UPT BPOM di wilayah kerja 

Untuk mencapai lokasi sarana, petugas Balai POM di Palu umumnya menggunakan 

transportasi darat (95%), transportasi udara (4%), dan transportasi laut (1%). Lokasi 

sarana yang dapat dicapai dengan transportasi udara diantaranya adalah Kabupaten 

Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, sedangkan 

lokasi sarana yang memerlukan transportasi laut yaitu Kabupaten Morowali. 

 

4. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja 

Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja yang akan dikunjungi bervariasi tergantung jarak 

tempuh dan medan yang akan dilalui, waktu tempuh tercepat dari kantor Balai POM di 

Palu dapat ditempuh dalam waktu ± 30 menit dengan kendaraan umum, sedangkan 

waktu tempuh terjauh ke perbatasan wilayah Provinsi Gorontalo selama ± 18 jam yaitu 

Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. 

 

5. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja  

Pelaksanaan tugas di satu wilayah kerja menyesuaikan dengan kebutuhan tugas, namun 

rata-rata sesuai dengan jam kerja pemerintah daerah yaitu 07.30--16.00. Namun, pada 

kondisi tertentu khususnya pemeriksaan klinik sehingga pelaksanaan tugas disesuaikan 

dengan jadwal pelayanan klinik tersebut. 

 

B. Sasaran Pengawasan 

1. Jumlah industri farmasi : 0 Sarana 

2. Jumlah fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit transfusi darah, 

radiofarmaka, laboratorium sel punca) : 3 Sarana 

3. Jumlah industri obat tradisional (IOT) : 0 sarana 

4. Jumlah industri ekstrak bahan alam (IEBA) : 0 sarana 

5. Jumlah usaha kecil obat tradisional (UKOT) : 0 sarana 

6. Jumlah usaha mikro obat tradisional (UMOT) : 0 sarana 

7. Jumlah industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan : 0 sarana 

8. Jumlah industri farmasi yang memproduksi obat kuasi : 0 sarana 

9. Jumlah industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan : 0 sarana 
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10. Jumlah industri kosmetik (UMKM Kosmetik): 1 Sarana  

11. Jumlah industri farmasi yang memproduksi kosmetik : 0 sarana 

12. Jumlah industri pangan (MD) : 31 sarana 

13. Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) : 816 sarana 

14. Jumlah pedagang besar farmasi (PBF) : 23 sarana  

15. Jumlah apotek : 471 sarana 

16. Jumlah toko obat : 114 sarana 

17. Jumlah instalasi farmasi pemerintah (IFP) : 10 sarana 

18. Jumlah rumah sakit : 28 sarana 

19. Jumlah Puskesmas : 139 sarana 

20. Jumlah klinik : 76 sarana 

21. Jumlah lain lain (praktek dokter dan bidan) : 0 sarana 

22. Jumlah fasilitas distribusi obat tradisional : 111 sarana 

23. Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan : 100 sarana 

24. Jumlah fasilitas distribusi kosmetik : 286 sarana 

25. Jumlah fasilitas distribusi pangan olahan : 745 sarana 

26. Jumlah sekolah serta jumlah murid SD menurut kabupaten/kota : 3137 sekolah 

 

2.2 LINGKUNGAN INTERNAL  

a. Luas Tanah 

Tanah Kantor Balai POM di Palu berlokasi di Jalan Undata No. 3, Kelurahan Besusu 

Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu,dengan luas 4.361 m2.  

b. Luas Bangunan 

Gedung Kantor Balai POM Palu berdiri diatas tanah seluas 4.361m2 yang beralamat 

di jalan Undata No. 3, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu timur Kota Palu dengan luas 

bangunan 2.771 m2. 
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Gambar 3. Gedung Kantor Balai POM di Palu 

c. Status Kepemilikan Tanah 

Telah mendapatkan sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q Badan POM 

pada tahun 2017 dengan No. sertifikat 19.05.01.04.4.00042. 

 

d. Rumah Dinas 

Rumah dinas yang dimiliki Balai POM di Palu 1 unit dengan luas tanah 283 m2 dan 

luas bangunan 70 m2  beralamat di Jl. Angkasa I No. 2, Kota Palu dengan status rumah 

hak pakai. 

 

Gambar 4. Rumah Dinas 

e. Penerangan 

  Listrik dari PLN daya 209,5 KVA  ; Generator 100 KVA 

f. Sarana Komunikasi 

Nomor Telepon  : 1 saluran (0451-428738) 

Nomor Whatsapp  : 08114538855 

Alamat e-mail  : ulpk_palu@yahoo.co.id; balaipompalu@gmail.com 

Alamat Instagram  :  bpom_palu 

Alamat Twitter  :  bpom_palu 

Alamat Facebook  :  bpom_palu 

Alamat Youtube  :  Balai POM di Palu 

Alamat website  :  palu.pom.go.id 
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Lokal komunikasi  :  PABX dengan 22 saluran 

g. Sumber air 

Sumber air yang digunakan adalah air PDAM dan air sumur dalam dengan 

pengolahan sederhana. Air untuk keperluan laboratorium menggunakan alat Purified 

Water yang berada di masing-masing laboratorium. 

 

h. Kendaraan 

1) Kendaraan Roda 4   

Pada tahun 2021 Balai POM di Palu memiliki 7 unit kendaraan operasional roda 4, 

diantaranya terdapat 4 unit mobil laboratorium keliling yang digunakan untuk mendukung 

tupoksi antara lain kegiatan PJAS, Food Security dan pengujian setempat. Dari 7 unit 

kendaraan tersebut 1 unit mobil laboratorium keliling digunakan sebagai kendaraan 

operasional Loka POM di Kabupaten Banggai. 

Tabel 2. Data kendaraan Roda 4 

No Merk Tahun Pengadaan Kondisi 

1 Toyota Innova 2005 Baik 

2 Suzuki APV 2008 Baik 

4 Isuzu 2013 Baik 

5 Toyota Innova 2015 Baik 

6 Mitsubishi Strada 2017 Baik 

7 Toyota Innova 2019 Baik 

 

2) Kendaraan Roda  2  

Kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit digunakan sebagai kendaraan operasional Balai POM 

di Palu. 

Tabel 3. Data Kendaraan Roda 2 

No Merk Thn Pengadaan Kondisi 

1 Honda Revo   2010 Baik 
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i. Sumber Daya Manusia 

Pada tahun 2021, Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balai POM di Palu sebanyak 

68 orang (44 Perempuan dan 24 Laki-laki) terdiri dari 9 orang berpendidikan S2, 22 orang 

Apoteker, 21 orang Sarjana (5 Sarjana Farmasi, 1 Sarjana Teknologi Pangan, 4 Sarjana Kimia, 4 

orang Sarjana Biologi, 3 orang Sarjana Hukum, 1 orang Sarjana Komputer, 2 orang Sarjana 

Ekonomi, dan 1 orang Sarjana Kriminologi), 2 orang D3 Akuntansi, 6 orang D3 Farmasi/Analis, 1 

orang D3 Administrasi, 1 orang D3 Teknik Informatika,  dan 4 orang Sekolah Menengah Farmasi. 

Balai POM di Palu juga memiliki Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 26 

dan Outsourcing 5 orang terdiri dari 6 orang Satpam, 5 orang tenaga cleaning service, 4 orang 

pramulab, 5 orang analis laboratorium, 2 orang supir, 8 orang tenaga administrasi, dan 1 orang 

tenaga teknisi. Adapun profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan pada 

tabel dan gambar berikut: 

Tabel 4. Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 

No Unit Kerja S2 

Apot
eker/ 
Profe

si 

S1 D3 
Non 

Sarjana 
Juml

ah 

1 Subbagian Tata Usaha 0 2 5 4 1 12 

2 Substansi Pengujian  4 9 7 7 1 28 

3 Substansi Pemeriksaan  3 4 4 1 1 13 

4 Substansi Penindakan 0 2 2 0 1 5 

5 
Substansi Informasi dan 
Komunikasi 

2 5 3 0 0 10 

TOTAL 9 22 21 12 4 68 
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Gambar 5. Profil Pegawai Balai  POM di Palu BerdasarkanTingkat Pendidikan Tahun 2021 

   

 Dari gambar di atas diketahui terdapat 65 orang (95,38%) pegawai  dengan pendidikan 

sarjana/diploma dan 3 orang (4,62%) pegawai adalah non sarjana. Peningkatan kapasitas SDM 

melalui jalur pendidikan terus dilakukan dengan memberi kesempatan kepada pegawai untuk 

menempuh pendidikan tingkat S1 melalui jalur tugas belajar, untuk tahun 2021 terdapat 6 orang 

pegawai yang mengikuti tugas belajar. Di samping pendidikan formal kompetensi teknis dan 

manajerial pegawai terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Walaupun Tahun 

2021 seluruh dunia terkena dampak dari pandemi Covid- 19, namun upaya untuk meningkatkan 

kompetensi SDM tetap dilakukan melalui pelatihan teknis dan manajerial secara online 

menggunakan aplikasi zoom. 

 SDM yang dimiliki Balai POM di Palu bervariasi menurut umur. Profil pegawai menurut 

umur dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini. 
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Gambar 6.  Profil Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2021 

 

j.  Pengembangan Kompetensi SDM 

 Pengembangan kompetensi SDM. adalah hal  yang harus dipenuhi untuk menunjang 

kinerja Balai POM di Palu dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap 

pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah pegawai yang telah dikembangkan kompetensinya dan 

memenuhi 20 jam pelajaran pada tahun 2021 adalah sebanyak 62 orang artinya 100% pegawai di 

Balai POM di Palu telah mengikuti pengembangan kompetensi SDM yang dilakukan secara offline 

maupun online. 

 Selain itu, pengembangan kompetensi dilakukan dengan memberi kesempatan kepada 

pegawai untuk menempuh pendidikan tingkat S1 dan S2 melalui jalur tugas belajar dan ijin belajar. 

Disamping itu, upaya peningkatan kompetensi SDM juga dilakukan melalui pelatihan teknis, sosial 

kultur dan manajemen baik melalui in house training maupun diklat eksternal yang dilakukan 

secara menyeluruh di setiap substansi. 

  

k. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji  

 Pada tahun 2021, analis Balai POM di Palu berjumlah 25 orang yang tersebar di 2 

laboratorium yaitu 20 analis di Laboratorium Kimia (6 analis di Laboratorium Obat, 10 analis 

Laboratorium OT-Kos, 4 orang analis di Laboratorium Pangan) dan 5 analis di Laboratorium 

Mikrobiologi. Kemampuan tenaga penguji berdasarkan pembagian sampel pada tahun 2021 yaitu 

Laboratorium Obat / NAPPZA sebanyak 77 sampel per orang per tahun dengan 246 parameter uji, 

Laboratorium Obat Tradisional/Kosmetik/Produk Komplemen sebanyak 117 sampel per orang per 

tahun dengan 606 parameter uji, Laboratorium Pangan sebanyak 233 sampel per orang per tahun 
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dengan 837 parameter uji, Laboratorium Mikrobiologi sebanyak 185 sampel per orang per tahun 

dengan 697 parameter uji. Profil kemampuan tenaga penguji dapat dilihat pada Lampiran Tabel 

30. 

 

l. Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Pengujian 

 Balai POM di Palu memiliki laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN-BSN (Komite 

Akreditasi Nasional-Badan Standarisasi Nasional) dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu 

dengan sertifikat nomor LP-580-IDN. Surveilans akan dilaksanakan pada bulan ke-15 sampai 

dengan bulan ke-18 sejak sertifikat diterbitkan. 

 Ruang Lingkup pengujian Balai POM di Palu yang telah terakreditasi oleh KAN dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5. Profil Ruang Lingkup Pengujian yang terakreditasi oleh KAN 

No Laboratorium Jumlah Kategori/ 
Komoditi/ zat aktif 

Jumlah parameter 

1 Obat 45 69 

2 NAPPZA 5 6 

3 Kosmetik 24 61 

4 Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 34 94 

5 Pangan 45 129 

6 Mikrobiologi 28 140 

Jumlah total 181 499 

 

 Peta kemampuan pengujian Balai POM di Palu berdasarkan metode analisa yang 

ditentukan oleh PPPOMN dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 6. Profil Peta Kemampuan Pengujian Tahun 2021 sesuai SRL PPPOMN  

No Laboratorium 
Jumlah SRL 

PPPOMN 

Jumlah Peta 
Kemampuan % pemenuhan 

2021 
2020 2021 

1 Obat dan Napza 400 270 295 72,25 

2 Kosmetika 111 72 89 79,28 

3 Obat Tradisional dan 
Suplemen Kesehatan 

118 90 96 81.36 

4 Pangan 100 75 82 76,00 

5 Mikrobiologi 120 86 92 75,83 

Total 849 593 654 76,5 

 

 

m. Pelatihan Uji Profisiensi 

   Dalam rangka meningkatkan kompetensi penguji laboratorium dan penambahan ruang 

lingkup yang terakreditasi, maka Balai POM di Palu mengikuti 13 kali uji profisiensi dari provider 

PPPOMN (Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional), 3 kali dari provider 

BBPOM Makassar dan 2 kali dari provider BBPOM Mataram. Uji profisiensi ini dilaksanakan oleh 

semua laboratorium pengujian BPOM di Palu yaitu 7 kali uji profisiensi bidang terapetik dan 

NAPPZA, 1 kali uji profisiensi bidang obat tradisional/suplemen kesehatan, 1 kali uji profisiensi 

kosmetik, 3 kali uji profisiensi di bidang pangan, 6 kali uji profisiensi bidang mikrobiologi. Hasil uji 

profisiensi yang diikuti seluruhnya inlier/memuaskan. Hasil uji profisiensi dapat dilihat pada 

Lampiran Tabel 31.  

 
n. Jumlah Peralatan Laboratorium 

Untuk menunjang pelaksanaan pengujian, Balai POM di Palu perlu dilengkapi dengan 

peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat 

menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 

tentang Standar Minimum Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Palu memiliki 302 peralatan laboratorium utama 
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sampai dengan tahun 2019 yang berarti telah memenuhi 55% terhadap standar tersebut. 

Berdasarkan data tersebut maka Balai POM di Palu masih perlu melengkapi peralatan 

laboratorium agar sesuai dengan standar minimal. Daftar peralatan laboratorium dapat dilihat pada 

Lampiran Tabel 32A, dan 32B 

 

o. Daftar Inventaris Kantor 

 Pelaksanaan kegiatan di Balai POM di Palu tidak terlepas dari adanya peralatan 

pendukung yang berupa inventaris kantor atau sarana dan prasarana yang memadai. Pada tahun 

2021 terdapat penambahan barang inventaris kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka 

memperlancar kegiatan perkantoran seiring dengan bertambahnya pegawai baik di Balai POM di 

Palu. Daftar barang inventaris kantor dapat dilihat pada Lampiran Tabel 26. 

 

p. Sertifikasi/Akreditasi/Penghargaan 

 Dalam melaksanakan kegiatan Balai POM di Palu telah menerapkan ISO 9001:2015 

dan menerapkan ISO/IEC 17025:2017 di laboratorium pengujian. Sertifikat ISO 9001 versi 2015 

diperoleh pada tahun 2018, dengan nomor sertifikat 824 100 19088 dengan masa berlaku sampai 

17 November 2021. Pada tahun 2019 dilaksanakan surveilan QMS oleh Tuv Rheinland dengan 

hasil Balai POM di Palu dinyatakan konsisten mengimplementasikan ISO 9001:2015. Tahun 2019 

telah dilaksanakan reakreditasi dengan menggunakan ISO/IEC 17025 versi 2017 dan sudah 

memperoleh sertifikat tersebut dengan nomor sertifikat: LP-580-IDN dan masa berlaku sampai 17 

November 2024. 

  

q. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

Untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan Balai POM di Palu membangun 

kerjasama dengan berbagai lintas sektor. Beberapa MoU yang sudah ditandatangani pada tahun 

2021 adalah MoU dengan Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, dan 

Akademi Farmasi Tadulako Farma. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Tolitoli, Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-toli, Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Toli-toli 

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Satuan Tugas Pengawasan Obat, 

Makanan dan Perbekalan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018-2022. Surat 

Keputusan Bupati Morowali tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan 
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Makanan, dan Surat Keputusan Bupati Poso tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Obat dan Makanan. 

 

r. Pengadaan Barang dan Jasa 

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 

tahun 2018 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 

2018 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pelaku pengadaan terdiri dari 2 orang 

Pejabat Pembuat Komitmen, 2 Pejabat Pengadaan untuk pengadaan barang dan jasa non tender 

serta 5 orang Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan barang dan jasa untuk pengadaan tender. Jumlah 

paket non tender yang dilaksanakan dengan Kontrak berbentuk SPK adalah sebanyak 23 paket, 

dan beberapa dilakukan melalui e-katalog, sementara untuk tender dilaksanakan sebanyak 5 paket 

yang semua prosesnya secara elektronik melalui LPSE, yaitu:  

1. Paket Pekerjaan Fisik Renovasi Dalam Rangka Peningkatan BSL-2 Balai POM di Palu 

2. Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium 

3. Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Reagen Obat, OT, Kosmetika dan SK 

4. Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat PCR dan Pendukungnya 

5. Paket Pengadaan Media Mikro Sampel Makanan 

 

s. Anggaran 

 Pada tahun 2021 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja 

awal Balai POM di Palu tahun 2021 adalah sebesar Rp.33.872.145.000,00 (Tiga puluh tiga miliar 

delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian mengalami 

revisi anggaran sebanyak delapan kali pada tahun 2021 sehingga anggaran Balai POM di Palu 

menjadi Rp28.119.862.000,00 (Dua puluh delapan miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus 

enam puluh dua ribu rupiah). Dari total anggaran, pada tahun 2021 terealisasikan sebesar 

Rp.27.918.906.260,00 (Dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus 

enam ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau 99,29%. 

 Berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran 2021 terdiri dari anggaran Rupiah Murni 

Rp 26.978.903.597.000,- dan anggaran PNBP Rp 940.002.663,- yang terdiri dari: 

● Belanja Pegawai  : Rp 10.347.883.738,00,- 
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● Belanja Barang : Rp 10.436.144.418,00,- 

● Belanja Modal : Rp 7.134.878.104,00,- 

Rincian rencana dan realisasi anggaran dapat dilihat pada Lampiran Tabel 36. 

 

 

t. Laporan Penerimaan PNBP 

 Sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak diperoleh dari tarif yang dikenakan kepada 

pelanggan eksternal (pihak ketiga) untuk biaya pengujian sampel Obat dan Makanan sesuai 

dengan tarif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018. 

 Jumlah seluruh sampel pihak ketiga selama tahun 2021 adalah 336 sampel dengan 

jumlah parameter uji 1.422 dan jumlah layanan sertifikasi (SKE) sebanyak 34 surat keterangan, 

sehingga pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh pada TA 2021 adalah sebesar 

Rp. 377.665.000,00 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 37. 
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BAB III 

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  

 

A. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT 

Kedudukan Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan perlu 

memastikan rantai peredaran produk Obat dan Makanan berkualitas secara konsisten. Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) dalam hal ini Balai dan Loka melakukan pengawasan terhadap produk 

beredar bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan Obat dan Makanan yang tidak 

memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu. Pengawasan dilaksanakan secara 

komprehensif dimulai dari pengawasan mutu produk yang beredar di masyarakat, sarana produksi, 

sarana distribusi, dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan mutu produk yang 

beredar dilakukan dengan cara sampling dan pengujian. Produk yang disampling harus 

berdasarkan risiko dan mewakili produk yang beredar kemudian dilakukan uji laboratorium. 

 

A.1 Sampling Obat 

  Di tahun 2021, metode sampling dilaksanakan secara purposive-targeted yaitu melalui 

pendekatan analisis risiko dan acak/random. Pelaksanaan sampling obat di sarana pelayanan 

kefarmasian publik semakin diintensifkan seiring dengan diterapkannya sistem Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) di Indonesia. Sampling yang dilakukan secara targeted terbagi atas sampling 

kasus, ruang lingkup dan sampling yang berada di hulu rantai distribusi. Item obat yang akan 

disampling ditentukan berdasarkan kelas terapi dengan proporsi yang telah ditentukan. Sampling 

rutin terdiri atas sampling obat JKN dan Non-JKN. Pengambilan sampel dilakukan secara 

acak/random untuk memenuhi keterwakilan (representative) terhadap produk yang beredar. 

Metode acak dilakukan mulai dari pengacakan kabupaten/kota, sarana yang disampling, zat aktif 

yang akan disampling, hingga merek produk yang akan diambil. Seluruh pengacakan tersebut 

dilakukan secara mandiri berdasarkan kondisi di lapangan dengan realisasi total sampling 428 

sampel dari 428 sampel (100,00%) yang ditargetkan di tahun 2021 terdiri dari 341 sampel acak 

dan 87 sampel targeted. Profil hasil sampling produk obat dapat dilihat pada gambar berikut  
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Gambar 7. Profil Hasil Sampling Produk Obat 
 

 

A.2 Hasil Pengujian Obat 

  Produk obat yang diuji pada tahun 2021 sebanyak 465 sampel yang terdiri dari 432 

sampel DIPA dan regional Balai POM di Palu serta 33 sampel Loka POM di Kabupaten Banggai. 

Hasil pengujian produk obat menunjukkan 455 sampel memenuhi syarat (97,85%) dan 10 sampel 

tidak memenuhi syarat (2,15%). Kategori sampel yang tidak memenuhi syarat adalah yang tidak 

memenuhi syarat pengujian. Untuk parameter uji yang tidak memenuhi ketentuan selengkapnya 

dapat dilihat di tabel 2A. 

 

            Gambar 8. Profil Hasil Pengujian Obat 
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A.3 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat 

  Pada wilayah pengawasan Balai POM di Palu tidak terdapat Industri Farmasi untuk 

produksi obat. Sehingga Balai POM di Palu tidak melakukan pemeriksaan sarana produksi Obat.  

 

A.4 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat 

A.4.1 Pedagang Besar Farmasi (PBF) 

  Hasil pengawasan 19 sarana PBF dari 21 sarana yang ditargetkan. Sarana yang 

ditargetkan tidak terperiksa karena  1 sarana PBF sudah tutup pada tahun 2021 dan 1 sarana PBF 

yang masih melakukan perpanjangan resertifikasi CDOB. Sarana PBF yang diperiksa diperoleh 

hasil yaitu 18 sarana (94,74%) memenuhi ketentuan dan 1 sarana (5,26%) tidak memenuhi 

ketentuan. Tindak lanjut berupa pembinaan dan peringatan ke 18 sarana yang telah memenuhi 

ketentuan dan peringatan keras diberikan untuk 1 sarana PBF yang tidak memenuhi ketentuan 

karena adanya temuan berupa pendistribusian obat prekursor tanpa adanya Surat Pesanan (SP) 

tetapi hanya melalui WhatsApp. Profil hasil pengawasan sarana PBF dapat dilihat pada gambar 

berikut  

 

Gambar 9. Profil Hasil Pengawasan Sarana PBF 
 

A.4.2  Instalasi Farmasi Pemerintah 

  Hasil pengawasan terhadap 10 sarana Instalasi Farmasi (9 sarana Instalasi Farmasi 

Kabupaten/kota dan 1 sarana Instalasi Farmasi Provinsi) dari 10 sarana yang ditargetkan diperoleh 
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9 sarana (90%) Memenuhi Ketentuan dan 1 sarana (10%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Tindak 

lanjut berupa permintaan perbaikan dan peringatan untuk sarana yang memenuhi ketentuan dan 

peringatan keras untuk sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Temuan sarana yang tidak 

memenuhi ketentuan yaitu penyimpanan vaksin/CCP tidak masuk dalam range penyimpanan 

vaksin sehingga dapat mempengaruhi mutu vaksin/CCP lainnya. Profil hasil pengawasan sarana 

Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar berikut  

 

 

 

Gambar 10. Profil Hasil Pengawasan Sarana IFK 
 

A.5 Pemeriksaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 

A.5.1 Rumah Sakit 

  Hasil pengawasan terhadap 25 sarana rumah sakit dari 24 sarana yang ditargetkan 

diperoleh hasil yaitu 20 sarana (80 %) memenuhi ketentuan dan 5 sarana (20%) tidak memenuhi 

ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu terdapat potensi kerusakan/penurunan 

mutu vaksin covid-19 dikarenakan suhu penyimpanan vaksin Covid-19 pada beberapa hari 

pemantauan menunjukkan angka diatas persyaratan yaitu sebesar 11 derajat celcius, adanya 

sarana yang menggunakan kulkas rumah tangga tanpa dilengkapi alat penunjuk suhu untuk 

penyimpanan vaksin. Temuan lainnya yaitu pencatatan mutasi (Pengadaan Narkotika) tidak 

dilakukan secara tertib yaitu Penthanil, Durogesik dan Pethidin sehingga menyulitkan petugas 
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dalam hal penelusuran. Profil hasil pengawasan sarana rumah sakit dapat dilihat pada gambar 

berikut  

  

 

Gambar 11. Profil hasil pengawasan sarana Rumah Sakit 
 

A.5.2 Apotek 

  Hasil pengawasan terhadap 71 sarana dari 66 sarana yang ditargetkan diperoleh hasil 

yaitu 70 sarana memenuhi ketentuan (98,59 %) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (1,41 %). 

Aspek yang tidak memenuhi ketentuan berupa sarana melakukan pelayanan namun tidak memiliki 

izin Apotek (Izin dalam proses perpanjangan) sehingga tidak sesuai dengan ketentuan CDOB. 

Tindak lanjut berupa surat peringatan keras. Profil hasil pengawasan sarana apotek dapat dilihat 

pada gambar berikut  
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Gambar 12. Profil hasil pengawasan sarana Apotek 
 

A.5.3 Klinik 

  Hasil pengawasan terhadap 31 sarana dari 31 sarana yang ditargetkan diperoleh hasil 

yaitu semua sarana memenuhi ketentuan. Namun, beberapa sarana tetap diberikan pembinaan 

agar memperbaiki temuan-temuan administrasi seperti kartu stok tidak lengkap dan tidak diisi 

secara rutin, surat pesanan dan faktur tidak diarsipkan bersatu. Tindak lanjut yang diberikan 

berupa pembinaan dan surat peringatan agar memperbaiki temuan-temuan tersebut. Profil hasil 

pengawasan sarana klinik dapat dilihat pada gambar berikut  
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Gambar 13. Profil Hasil Pengawasan Sarana Klinik 
 

A.5.4 Toko Obat Berizin 

  Hasil pengawasan terhadap 20 sarana toko obat berizin dari 20 sarana yang ditargetkan 

diperoleh hasil yaitu semua sarana memenuhi ketentuan. Namun, beberapa sarana tetap diberikan 

pembinaan dan surat peringatan agar memperbaiki temuan-temuan administrasi seperti kartu stok 

tidak lengkap dan tidak diisi secara rutin, surat pesanan dan faktur tidak diarsipkan bersatu. Profil 

hasil pengawasan sarana toko obat berizin dapat dilihat pada gambar berikut  
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Gambar 14. Profil Hasil Pengawasan Sarana Toko Obat Berizin 
 
 

A.5.5 Puskesmas 

  Hasil pengawasan terhadap 128 sarana Puskesmas dari 128 sarana yang ditargetkan.  

diperoleh hasil yaitu 125 sarana (97,66%) memenuhi ketentuan dan 3 sarana (2,34%) tidak 

memenuhi ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu penyimpanan vaksin disimpan 

pada kulkas rumah tangga tanpa dilengkapi alat penunjuk suhu dan penyimpanan vaksin dalam 

kondisi penuh dan bertumpuk, tidak terdapat termometer untuk memonitoring suhu penyimpanan 

vaksin dan terdapat produk CCP/vaksin yang telah kedaluwarsa yang masih tersimpan bergabung 

dengan produk yang masih layak digunakan. Tindak lanjut yang diberikan terhadap sarana yang 

tidak memenuhi ketentuan yaitu surat peringatan keras. Profil hasil pengawasan sarana 

puskesmas dapat dilihat pada gambar berikut  
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Gambar 15. Profil Hasil Pengawasan Sarana Puskesmas 

  Berdasarkan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian tahun 2021, 

persentase sarana yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 11 sarana dari 304 sarana (3,62%) 

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu 10,34%. Secara umum, tingkat kesadaran 

dari pemilik dan penanggung jawab sarana dalam pemenuhan dan penerapan cara distribusi obat 

yang baik dan standar pelayanan kefarmasian semakin meningkat dan adanya koordinasi yang 

baik dengan Dinas Kesehatan. 

 

Gambar.16. Kegiatan Pemeriksaan Sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian 
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B. PENGAWASAN NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif) 

Selama tahun 2021, Balai POM di Palu menerima dan melakukan uji laboratorium 

terhadap 96 barang bukti kasus NAPPZA dari Kepolisian dan BNN. Sampel terdiri dari 85 sampel 

(88,5%) yang diduga metamfetamin/shabu-shabu, 1 sampel (1,05%) diduga ganja, 9 sampel 

(9,4%) diduga THD dan 1 sampel ( 1,05%) diduga tramadol. Profil hasil uji sampel NAPPZA dapat 

dilihat pada gambar berikut  

 

 

 

 

 

C. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN PRODUK OBAT 

TRADISIONAL (OT) 

 

C.1 Sampling Obat Tradisional 

  Pengawasan keamanan, mutu dan kemanfaatan obat tradisional dilakukan melalui 

kegiatan sampling pada sarana distribusi. Selama Tahun 2021, Balai POM di Palu telah melakukan 

sampling sebanyak 322 sampel obat tradisional dari 322 sampel yang ditargetkan (100%), yang 

terdiri dari 96 sampel targeted dan 226 sampel acak. Profil hasil sampling produk obat tradisional 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

  

 

Gambar 17. Profil Hasil Uji Sampel NAPPZA 
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Gambar 18. Profil Hasil Sampling Produk Obat Tradisional 
 

C.2 Pengujian Laboratorium Obat Tradisional 

  Produk obat tradisional yang diuji pada tahun 2021 sebanyak sebanyak 354 sampel obat 

tradisional, yang terdiri dari 322 sampel rutin (reguler/DIPA) Balai POM di Palu, 26 sampel Loka 

POM di Kab.Banggai dan 6 Sampel non rutin ( 5 sampel penelusuran kasus dan 1 sampel pihak 

ketiga). Hasil Uji terhadap 354 sampel tersebut yang memenuhi syarat sebanyak 308 sampel 

(87%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 46 sampel (13%). Kategori sampel yang tidak 

memenuhi syarat yaitu tidak memenuhi ketentuan penandaan sebanyak 13 sampel dan tidak 

memenuhi syarat mutu sebanyak 33 sampel. Hasil pengujian laboratorium yang tidak memenuhi 

syarat mutu terdiri dari 3 sampel tidak memenuhi syarat karena mengandung kafein, 1 sampel 

mengandung etanol, 6 sampel tidak memenuhi syarat waktu hancur, 2 sampel tidak memenuhi 

syarat kadar air, 14 sampel tidak memenuhi syarat angka lempeng total (ALT), dan 2 sampel tidak 

memenuhi syarat angka kapang khamir (AKK) dan angka lempeng total (ALT) dan 5 sampel tidak 

memenuhi syarat karena mengandung BKO parasetamol dan sildenafil sitrat. Profil hasil pengujian 

produk obat tradisional dapat dilihat pada gambar berikut  
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Gambar 19. Profil Hasil Pengujian Produk Obat Tradisional 

 

C.3 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional  

  Pada wilayah pengawasan Balai POM di Palu tidak terdapat fasilitas produksi obat 

tradisional, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan sarana produksi obat tradisional.  

 

C.4 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 

  Balai POM di Palu mengawasi sebanyak 26 sarana dari 26 sarana (100%) yang 

ditargetkan. Hasil pemeriksaan yaitu 24 sarana (92,31%) memenuhi ketentuan dan 2 sarana 

(7,69%) tidak memenuhi ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi ketentuan berupa temuan produk 

tanpa izin edar (TIE). Tindak lanjut berupa pemusnahan produk dan pemberian 4 surat peringatan 

keras kepada pemilik sarana yang menjual produk TIE. Profil pengawasan sarana distribusi obat 

tradisional dapat dilihat pada gambar berikut.  

 



 
 

34 
 

 

Gambar 20.  Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional 

 

D. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN SUPLEMEN 

KESEHATAN  

D.1 Sampling Suplemen Kesehatan 

  Pengawasan keamanan, mutu dan kemanfaatan suplemen kesehatan dilakukan melalui 

kegiatan sampling pada sarana distribusi. Selama Tahun 2021, Balai POM di Palu telah melakukan 

sampling sebanyak 107 sampel dari 107 sampel yang ditargetkan (100 %), yang terdiri dari 32 

sampel targeted dan 75 sampel acak. Profil hasil sampling produk suplemen kesehatan dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 21. Profil Hasil Sampling Produk Suplemen Kesehatan 
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D.2 Pengujian Suplemen Kesehatan 

  Produk suplemen kesehatan yang diuji pada tahun 2021 sebanyak 116 sampel yang 

terdiri dari 107 sampel Balai POM di Palu dan 9 sampel Loka POM di Kab. Banggai. Semua 

sampel yang diuji merupakan sampel rutin/DIPA. Hasil pengujian sampel suplemen kesehatan 

yang memenuhi syarat sebanyak 104 sampel (89.66%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 

11 sampel (9.48%) serta 1 sampel (0.86%) dirujuk ke PPPOMN untuk dilakukan identifikasi DNA 

porcine. Kategori sampel yang tidak memenuhi syarat yaitu tidak memenuhi ketentuan penandaan 

sebanyak 2 sampel dan tidak memenuhi syarat mutu sebanyak 9 sampel. Hasil pengujian 

laboratorium yang tidak memenuhi syarat mutu yaitu tidak memenuhi syarat kadar Vitamin B1, 

Vitamin B2, Vitamin C, serta tidak memenuhi syarat waktu hancur dan kadar air. Profil hasil 

pengujian produk suplemen kesehatan dapat dilihat pada gambar berikut  

 

 

Gambar 22. Profil Hasil Pengujian Produk Suplemen Kesehatan 

D.3 Pemeriksaan Fasilitas Sarana Produksi Suplemen Kesehatan 

  Pada wilayah pengawasan Balai POM di Palu tidak terdapat fasilitas produksi suplemen 

kesehatan, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan sarana produksi suplemen kesehatan. 

 

 



 
 

36 
 

 

D.4 Pemeriksaan Fasilitas Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan   

  Balai POM di Palu mengawasi sebanyak 23 sarana dari 23 sarana (100%) yang 

ditargetkan. Hasil pemeriksaan 23 sarana memenuhi ketentuan (100%). Profil pengawasan sarana 

distribusi suplemen kesehatan dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 23.  Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan 

 

E. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN KOSMETIK 

E.1 Sampling Kosmetik 

  Pengawasan keamanan, mutu dan kemanfaatan kosmetik dilakukan melalui kegiatan 

sampling pada sarana distribusi. Balai POM di Palu telah melakukan sampling sebanyak 642 

sampel dari 642 sampel yang ditargetkan (100 %) yang terdiri dari 193 sampel targeted dan 449 

sampel acak. Profil hasil sampling produk kosmetik dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 24. Profil Hasil Sampling Produk Kosmetik 
 

E.2 Pengujian Kosmetik  

  Produk kosmetik yang diuji sebanyak 702 sampel kosmetik yang terdiri dari 651 sampel 

Balai POM di Palu dan 51 sampel loka POM di Banggai. Sampel Balai POM di Palu terdiri dari 642 

sampel rutin (reguler/DIPA) dan 9 Sampel pihak ketiga. Hasil pengujian sampel kosmetik yang 

memenuhi syarat sebanyak 527 sampel (75,07%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 175 

sampel (24.93%). Kategori sampel yang tidak memenuhi syarat yaitu sampel tanpa izin 

edar/ilegal/palsu sebanyak 6 sampel, tidak memenuhi ketentuan penandaan sebanyak 165 sampel 

(163 sampel Balai POM di Palu dan 2 sampel Loka POM di Banggai) dan tidak memenuhi syarat 

mutu sebanyak 2 sampel untuk parameter uji metanol dan 2 sampel pihak ketiga yang tidak 

memenuhi syarat karena mengandung raksa. Profil hasil pengujian produk kosmetik dapat dilihat 

pada gambar berikut  
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Gambar 25. Profil Hasil Pengujian Produk Kosmetik 

E.3 Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik 

  Balai POM di Palu melakukan pengawasan terhadap 1 sarana produksi kosmetik yang 

ditargetkan dengan hasil memenuhi ketentuan dan tetap dilakukan pembinaan agar sarana 

tersebut tetap konsisten dalam menerapkan CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik). Profil 

hasil pengawasan sarana produksi kosmetik dapat dilihat pada gambar berikut  

 

Gambar 26. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik 
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E.4 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik 

  Balai POM di Palu melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi kosmetik sejumlah 

66 sarana dari 66 sarana (100,00%) yang ditargetkan. Pada pemeriksaan sarana distribusi 

kosmetik didapatkan hasil 50 sarana (75,76%) memenuhi ketentuan dan 16 sarana (24,24%) tidak 

memenuhi ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu temuan produk tanpa izin edar 

(TIE), kedaluwarsa dan rusak. Tindak lanjut terhadap sarana yang ditemukan produk tanpa izin 

edar (TIE) diberikan surat peringatan keras dan tindak lanjut terhadap sarana yang ditemukan 

produk kedaluwarsa dan rusak diberikan surat peringatan. Profil pengawasan sarana distribusi 

kosmetik dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 27. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik 

 

F. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan 

Pangan 

F.1 Sampling Produk Pangan dan Kemasan Pangan 

  Pengawasan keamanan, mutu dan kemanfaatan pangan dan kemasan pangan dilakukan 

melalui kegiatan sampling pada sarana distribusi. Balai POM di Palu telah melakukan sampling 

sebanyak 679 sampel dari 677 sampel yang ditargetkan (100,29 %) yang terdiri dari 172 sampel 

targeted dan 507 sampel acak. Profil sampling produk pangan dan kemasan pangan dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 28. Profil sampling produk pangan dan kemasan pangan  

F.2  Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan 

F.2.1. Pengujian Produk Pangan Sampel rutin 

  Hasil pengujian terhadap 734 sampel  pangan ( Balai 679 sampel  dan Loka 55 sampel ) 

terdapat 642 sampel (87.47%) memenuhi syarat dan 92 sampel (12.53%) tidak memenuhi syarat. 

Jenis parameter yang tidak memenuhi syarat mutu dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini. 

  Berdasarkan jenis sampling,sampel tersebut dibagi dalam beberapa kategori yaitu 545 

sampel acak, 79 sampel targeted, 28 sampel PJAS, 22 sampel Kemasan Pangan dan 60 sampel 

Fortifikasi..Data sampel rutin (balai dan loka) dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini 
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Tabel 7.  Profil Hasil Pengujian Sampel Pangan DIPA (Balai dan Loka) 

Kategori Sampel Jumlah 

Sampel 

Memenuhi 

Syarat 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

Keterangan Tidak 

Memenuhi Syarat 

Acak 545 

(Balai 

507, 

Loka 38) 

478 

(87.71%) 

67 

(12.29%) 

1 sampel A. Coliform Penyaringan, 1 sampel 

PK BHT, 1 sampel PK Asam Lemak Bebas, 

4 sampel PK Air, 2 sampel PK Bil Peroksida, 

4 sampel PK Cd, 14 sampel PK Pewarna, 4 

sampel PK Enzim Diastase PK Residu 

Kloramfenikol, 3 sampel PK Residu 

Kloramfenikol. 1 sampel PK Enzim Diastase 

PK Residu Kloramfenikol PK HMF PK 

Pewarna, 8 sampel Rasio Pemanis, 2 

sampel PK Benzoat Rasio Pemanis Rasio 

Pengawet, 1 sampel PK Benzoat Rasio 

Pemanis, 1 sampel PK Sorbat Rasio 

Pengawet, 2 sampel PK Benzoat Rasio 

Pengawet, 1 sampel PK Siklamat Rasio 

Pemanis, 9 sampel Residu Kloramfenikol, 1 

sampel PK Pewarna PK Benzoat Rasio 

Pengawet, 2 sampel PK Pewarna PK 

Siklamat PK Sakarin Rasio Pemanis, 1 

sampel PK Pewarna Rasio Pemanis, 1 

sampel PK Sulfit, 1 sampek PK Pewarna PK 

Benzoat, 1 sampel PK Siklamat, 1 sampel 

PK Pewarna PK Siklamat 
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Targeted 79 

(Balai 

70, Loka 

9) 

62 

 (78.48%) 

17   

(21.52%) 

6 sampel A. E Coli penyaringan, A. Coliform 

Penyaringan, 5 sampel A. E.Coli 

Penyaringan. 1 PK NaCl. 2 sampel ALT, 1 

sampel ALT A.Staphylococus Aureus 

Salmonell A. Basillus Cereus, 1 sampel ALT 

A. Staphylococus Aureus A. Basillus Cereus, 

1 sampel Ident Formalin 

PJAS 28 (Balai 

20, Loka 

8) 

20  (71.43%) 8 (28.57%) 2 sampel PK Siklamat, 3 sampel A. Basillus 

Cereus, 2 sampel MPN E.coli, 1 sampel 

MPN, A. Staphylococus Aureus 

Kemasan Pangan 22 

(Balai 

22, Loka 

0) 

22 (100%) 0 (0%)   

Fortifikasi 60 (Balai 

60, Loka 

0) 

  

60 (100%) 0 (0%)   

  734 642 92   
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Gambar 29. Profil Pengujian Produk Pangan dan Bahan Berbahaya Sampel DIPA (Sampling 

Balai POM di Palu) 

F.2.2 Pengujian Sampel pihak ketiga 

  Selain melakukan pengujian sampel DIPA, dilakukan juga pengujian sampel pihak ketiga. 

Jumlah sampel pihak ketiga yang diuji sebanyak 211 sampel, yang berasal dari sampel KLB, 

Instansi Pemerintah Daerah, Kepolisian, Pelaku Usaha, Dana Alokasi Khusus (Kab Parigi 

Moutong, Kab Donggala, Kab Morowali Utara, Kab Poso, Kab Banggai, Kab Buol, Kota Palu, Kab 

Sigi, Kab Morowali, Kab Tojo Una-Una, Kab Banggai Laut) dan Mahasiswa/Penelitian. Hasil 

pengujian menunjukkan 181 sampel (85.78%) memenuhi syarat dan 30 sampel (14.22%) tidak 

memenuhi syarat. Data sampel pihak ketiga dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini. 
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Gambar 30.  Profil Hasil Pengujian Sampel Penelusuran dan Pihak Ketiga 

 

Tabel 8.  Profil Hasil Pengujian Sampel Phak ke-3 pangan 

Asal Sampel Jumlah 

Sampel 

Memenuhi 

Syarat 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

Keterangan Tidak 

Memenuhi Syarat 

KLB 1 0 (0%) 1 (100%) 1 sampel ALT, MPN 

Enterobacteriaceae 

Instansi Pemerintah 

Daerah 

31 23 (74.19%) 8 (25.81%) 3 sampel Angka Escherichia 

coli Penyaringan,  4 sampel 

Angka Escherichia coli 

Penyaringan, Angka Koliform 

Penyaringan, 1 sampel Angka 

Koliform Penyaringan 

TMS; 30 

MS; 181 

TMS MS
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Kepolisian 3 2 (66.67%) 1 (33.33%) 1 sampel PK HMF, PK Enzim 

Diastase 

Pelaku Usaha 16 8 (50%) 8 (50%) 1 sampel ALT, Eschericia coli 
Penyaringan, 2 sampel           
PK As, 2 sampel ALT, 1 
sampel MPN Koliform, 1 
sampel Angka Kapang 

Khamir, 1 sampel Angka 
Escherichia coli Penyaringan, 
Angka Koliform Penyaringan 

  

DAK (Dana Alokasi 

Khusus) 

144 

  

136 

(94.44%) 

8 (5.55%) 2 sampel Angka Kapang 

Khamir, 2 sampel ALT, 1 

sampel PK Benzoat, 1 sampel 

HMF, 1 sampel PK Sakarin 

PK sIklamat, PK Sorbat 

Mahasiswa / 

Penelitian 

16 12 (75%) 4 (25%) 1 sampel ALT, 1 sampel ALT 

dan Angka Kapang Khamir 

  211 182 29   
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Gambar 31. Profil Hasil Pengujian Sampel Pihak Ketiga 

F.2.3 Pengujian cepat dengan menggunakan Test Kit 

   Kegiatan pengujian lainnya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi pengawasan yaitu 

uji cepat pangan jajanan saat bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Sampling 

dilakukan di tenda Ramadan, pusat keramaian dan di pasar tradisional di sekitar Kota Palu. 

Parameter yang diujikan untuk semua sampel adalah parameter kimia (rhodamine B, formalin, 

methanyl yellow, boraks). Hasil pengujian menunjukkan semua sampel (100 sampel) memenuhi 

syarat untuk parameter uji kimia. 

 F.2.4 Food Security VVIP 

  Tahun 2021 tidak ada pengujian Food Security VVIP. 

 

F.3 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan. 

  Kegiatan lain yang dilaksanakan terkait pengawasan pangan adalah pemeriksaan sarana 

produksi pangan yang meliputi: 
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F.3.1 Sarana Industri Pangan 

Sarana industri pangan yang ada di wilayah kerja Balai POM di Palu sebanyak 31 sarana 

yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota . Sarana industri pangan tersebut sebagai berikut: 

● 23 sarana produksi air minum dalam kemasan 

● 1 sarana produksi produk kopi 

● 1 sarana produksi produk bawang goreng 

● 1 sarana produksi produk coklat 

● 1 sarana produksi produk garam 

● 1 sarana produksi produk gula pasir 

Realisasi pemeriksaan sarana industri pangan yakni 31 sarana dari 31 sarana (100%) 

yang ditargetkan. Hasil pemeriksaan diperoleh 24 sarana (77.42%) memenuhi ketentuan (hasil 

penilaian A & B) dan 7 sarana (22.58%) tidak memenuhi ketentuan (hasil penilaian C & D).Aspek 

yang tidak memenuhi ketentuan antara lain tidak dilakukan pengujian secara berkala atau catatan 

pengujian belum terdokumentasi dengan baik, tidak ada tempat  sampah di sekitar lingkungan 

pabrik atau tempat sampah ada tetapi tidak dirawat  dengan baik,  pimpinan tidak mempunyai 

wawasan terhadap metode pengawasan modern (HACCP) dan tidak melaksanakannya dengan 

baik dan tidak menggunakan tempat penyimpanan seperti pallet atau rak yang dibutuhkan untuk 

mencegah kontaminasi. Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan yaitu 

sarana diberikan surat peringatan dan diharuskan mengirimkan laporan CAPA sebagai bukti 

perbaikan. Persentase sarana tidak memenuhi ketentuan tahun 2021 sebesar 22,58% mengalami 

penurunan dibandingkan persentase sarana tidak memenuhi ketentuan tahun 2020 sebesar 

34,48%. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha telah menerapkan aspek-aspek CPPOB dan 

telah memperbaiki temuan-temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. Profil hasil pemeriksaan 

sarana industri pangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 32. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Industri Pangan 

 

F.3.2 Sarana Industri Rumah Tangga Pangan 

Sarana industri rumah tangga pangan yang ada di wilayah kerja Balai POM di Palu 

sebanyak 816 sarana yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota. Realisasi jumlah sarana yang 

diperiksa adalah 16 sarana (106.67%) dari target 15 sarana. Hasil pemeriksaan diperoleh 14 

sarana (87.5%) memenuhi ketentuan dan 2 sarana (12.5%) tidak memenuhi ketentuan. Aspek 

yang tidak memenuhi ketentuan yaitu tidak tersedia tempat pembuangan sampah tertutup, 

karyawan di bagian produksi tidak mengenakan pakaian kerja dan/atau mengenakan perhiasan, 

dokumen produksi tidak sesuai (tidak mutakhir, tidak akurat, tidak tertelusur dan tidak disimpan 

selama 2 kali umur simpan produk pangan yang diproduksi), peralatan tidak dipelihara dan dalam 

keadaan kotor sehingga tidak menjamin sanitasi. Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak 

memenuhi ketentuan yaitu 2 sarana diberikan surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan setempat 

untuk selanjutnya melakukan pembinaan terhadap sarana. Persentase sarana yang tidak 

memenuhi ketentuan di tahun 2021 sebesar 12.5% menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 

84.62%. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha telah menerapkan prinsip-prinsip CPPOB dan 

telah melakukan perbaikan terhadap temuan-temuan sebelumnya. Profil hasil pemeriksaan sarana 

industri rumah tangga pangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 33. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan 

 

F.3.3 Sarana ndustri Minuman Beralkohol 

Pada wilayah pengawasan Balai POM di Palu, hanya terdapat 1 sarana industri minuman 

beralkohol yang berada di Kota Palu. Di tahun 2021 tidak dilakukan pemeriksaan sarana tersebut 

karena sarana dalam keadaan rusak (proses perbaikan). 

 

F.4 Sarana Distribusi Pangan  

Pengawasan terhadap sarana distribusi pangan terdiri atas pemeriksaan rutin terhadap 

sarana distribusi pangan dan pemeriksaan dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan hari 

raya besar keagamaan. 

 

F.4.1 Pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan 

Sarana distribusi pangan yang ada di wilayah kerja Balai POM di Palu sebanyak 745 

sarana yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota. Jumlah sarana distribusi pangan yang ditargetkan 

sebanyak 145 sarana. Realisasi jumlah sarana yang diperiksa yaitu 171 sarana (117.93%). 

Realisasi pemeriksaan sarana distribusi pangan di Kota Palu lebih besar dari target karena adanya 

pemeriksaan dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari raya besar 

keagamaan seperti ramadhan dan idul fitri serta natal dan tahun baru.  
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Pemeriksaan terhadap 171 sarana diperoleh hasil 142 sarana (83.04%) memenuhi 

ketentuan dan 29 sarana (16.96%) tidak memenuhi ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi 

ketentuan yaitu belum mempunyai pest control untuk sarana yang memiliki gudang, kurangnya 

kebersihan, suhu gudang tidak memenuhi ketentuan, ditemukan produk pangan yang dikemas 

ulang dengan tidak mencantumkan identitas produk (nama produk, bets dan kedaluwarsa), 

ditemukan produk kedaluwarsa, rusak dan tanpa izin edar. Tindak lanjut yang dilakukan berupa 

pemberian surat peringatan dan surat peringatan keras serta dilakukan pemusnahan barang untuk 

produk rusak, kedaluwarsa dan tanpa izin edar dengan membuat berita acara pemusnahan dan 

surat pernyataan dari pemilik sarana. Persentase sarana distribusi pangan yang tidak memenuhi 

ketentuan di tahun 2021 (16.96%) mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 

(15,88%). Hal ini terjadi karena pelaku usaha kurang mengontrol produk-produk yang dijual atau 

diperdagangkan sehingga banyak temuan produk yang telah expired. Profil hasil pemeriksaan 

sarana distribusi pangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 34. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan 
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F.4.2 Program intensifikasi pengawasan pangan hari raya besar keagamaan 

Program lain yang dilakukan adalah intensifikasi pengawasan pangan yang dilakukan 

pada hari besar keagamaan. Program pengawasan yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 

menjelang  hari raya Idul Fitri/Lebaran dan hari raya Natal/Tahun Baru.  

F.4.2.1 Program intensifikasi pengawasan pangan hari raya idul fitri/lebaran 

Pengawasan yang dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri/Lebaran dari 82 sarana yang 

diperiksa di wilayah pengawasan Balai POM di Palu menunjukkan hasil 69 sarana (84,15%) 

memenuhi ketentuan dan 13 sarana (15.85%) tidak memenuhi ketentuan. Aspek yang tidak 

memenuhi ketentuan yaitu ditemukan produk yang rusak, kedaluwarsa dan tanpa izin edar. Tindak 

lanjut yang dilakukan berupa pemberian surat peringatan untuk sarana yang tidak memenuhi 

ketentuan dan produk yang ditemukan dilakukan pemusnahan barang untuk produk rusak, 

kedaluwarsa dan tanpa izin edar dengan membuat berita acara pemusnahan dan surat pernyataan 

dari pemilik sarana atau dilakukan retur (pengembalian barang) ke distributor. Profil hasil 

pemeriksaan sarana dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan hari raya idul fitri/lebaran 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 35. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana dalam  rangka intensifikasi pengawasan 

pangan hari raya idul fitri/lebaran 
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F.4.2.2 Program intensifikasi pengawasan pangan hari raya natal/tahun baru 

Pengawasan yang dilakukan menjelang hari natal dan tahun baru dari 80 sarana yang 

diperiksa di wilayah pengawasan Balai POM di Palu menunjukkan hasil 61 sarana (76,25%) 

memenuhi ketentuan dan 19 sarana (13.75%) tidak memenuhi ketentuan. Aspek yang tidak 

memenuhi ketentuan yaitu ditemukan produk yang rusak, kedaluwarsa dan tanpa izin edar. Tindak 

lanjut yang dilakukan berupa pemberian surat peringatan untuk sarana yang tidak memenuhi 

ketentuan dan produk yang ditemukan dilakukan pemusnahan barang untuk produk rusak, 

kedaluwarsa dan tanpa izin edar dengan membuat berita acara pemusnahan dan surat pernyataan 

dari pemilik sarana atau dilakukan retur (pengembalian barang) ke distributor. Profil hasil 

pemeriksaan sarana dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan menjelang natal dan tahun 

baru dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

Gambar 36. Profil Hasil Pemeriksaan Intensifikasi Natal dan Tahun Baru 
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Gambar 37. Kegiatan Intensifikasi Pangan 

 

F.5 Intervensi Keamanan Pangan Desa melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa 

Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan 

yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa.  

Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2014. Hingga tahun 2021, jumlah desa yang 

telah diintervensi sebanyak 37 desa/kelurahan yang tersebar di 8 kabupaten/kota yaitu 3 kelurahan 

di Kota Palu, 5 desa di Kabupaten Donggala, 7 desa di Kabupaten Sigi, 9 desa di Kabupaten Parigi 

Moutong, 3 kelurahan di Kabupaten Banggai, 3 desa di Kabupaten Tojo Una Una, 3 desa di 

Kabupaten Poso, 2 desa di Kabupaten Morowali dan 2 desa di Kabupaten Banggai Kepulauan. 

Kegiatan GKPD pada tahun 2021 dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong (Desa Buranga, 

Desa Lemo Utara, Desa Ampibabo Utara, Desa Paranggi, Desa Sidole dan Desa Tanampedagi), 

dan di Kabupaten Morowali (Desa Bente dan Desa Matansala). 
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Tahapan pelaksanaan Gerakan Keamanan Pangan Desa ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 38. Tahapan Pelaksanaan Gerakan Keamanan Pangan Desa 

  

Kegiatan GKPD diawali dengan kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa yang bertujuan 

untuk menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah. Kegiatan advokasi kelembagaan desa di 

Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Morowali pada tahun 2021 menghasilkan rekomendasi 

sebagai berikut: 

● Pemda melalui OPD terkait berkomitmen mendukung dan bersinergi dengan program GKPD. 

● Telah ditetapkan 6 desa yang akan diintervensi A dengan program GKPD di Kabupaten Parigi 

Moutong dan 2 desa yang akan diintervensi B di Kabupaten Morowali. 

● Pemerintah Desa akan mengalokasikan dana untuk kelanjutan kegiatan GKPD di tahun yang 

akan datang. 

● Mendukung pelaksanaan bimtek penyuluh keamanan pangan untuk industri rumah tangga 

sehingga memudahkan industri rumah tangga dalam memperoleh izin edar produknya 

(Nomor PIRT). 
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Gambar 39.  Kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa di Kabupaten Morowali Tahun 2021 

 

Tahap selanjutnya dilaksanakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD). 

Indikator keluaran kegiatan ini adalah jumlah kader keamanan pangan desa yang dilatih di bidang 

keamanan pangan yakni berjumlah 130 orang. 

 

Gambar 40.  Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa 

 

Pembinaan oleh kader dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Komunitas, Usaha Pangan 

Desa dan kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa. Pelaksanaan Bimtek dimulai dengan 

koordinasi fasilitator lapangan ke masing-masing desa yang akan diintervensi. Komunitas yang 

diintervensi adalah komunitas ibu rumah tangga, komunitas ritel/kios, komunitas sekolah dan 

komunitas remaja. Jumlah komunitas yang diintervensi sebanyak 400 orang (50 orang/desa). 

Pelaksanaan Bimtek dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 9. Kegiatan Bimtek Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa 

No Tempat Pelaksanaan Peserta Bimtek Jumlah Narasumber 

1 Kabupaten Parigi Moutong 

(Desa Tanampedagi, Desa 

Sidole, Desa Paranggi, 

Desa Ampibabo Utara, 

Desa Lemo Utara dan Desa 

Buranga) 

Ibu rumah tangga 62 Orang Kader PKK 

Pedagang kantin/ 

guru sekolah 

60 Orang Kader Guru 

Penjaja pangan siap 

saji/PKL 

56 Orang Kader Masyarakat 

Usaha ritel/kios 54 Orang Kader masyarakat 

Komunitas remaja 52 Orang Kader masyarakat 

Industri Rumah 

Tangga Pangan 

16 Orang Kader PKP 

2 Kabupaten Morowali (Desa 

Bente dan Desa Matansala) 

Ibu rumah tangga 20 Orang Kader PKK 

Pedagang kantin/ 

guru sekolah 

20 Orang Kader Guru 

Penjaja pangan siap 

saji/PKL 

20 Orang Kader Masyarakat 

Usaha ritel/kios 20 Orang Kader masyarakat 

Komunitas remaja 20 Orang Kader masyarakat 
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Pada kegiatan Bimtek ini juga dilakukan pre-test dan post-test bagi peserta Bimtek untuk 

melihat adanya peningkatan pengetahuan komunitas desa dan usaha pangan desa setelah 

mengikuti Bimtek ini. 

 

Gambar 41.  Kegiatan Bimtek Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa 

 

Fasilitasi keamanan pangan dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan kepada komunitas 

desa dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 10. Kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Bagi Komunitas Desa dan Usaha Pangan 

Desa 

No Fasilitator  Kelompok Target 

yang akan 

difasilitasi 

Keterangan  

1. Kader PKK Ibu Rumah Tangga komunitas ibu rumah tangga difasilitasi oleh  

kader PKK 
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2 Kader Guru Kelompok Sekolah komunitas guru/ penjaja kantin difasilitasi oleh 

Kader Guru 

3 Kader Masyarakat Kelompok 

Pedagang Kreatif 

Lapangan (PKL), 

ritel/kios dan 

remaja 

komunitas PKL, Ritel/kios dan remaja difasilitasi 

oleh kader masyarakat 

4 Kader PKP Kelompok IRTP Komunitas Usaha Pangan Desa yang 

diprioritaskan untuk mendapatkan izin SP-PIRT 

  

Pengawasan terhadap pangan yang beredar di desa dilakukan dengan pengambilan dan 

pengujian sampel dalam kegiatan Intensifikasi pengawasan keamanan pangan (pre dan post 

intervensi). Petugas Balai POM di Palu bersama kader keamanan pangan desa melaksanakan 

pengujian sampel produk pangan menggunakan rapid test kit dengan parameter pengujian 

Methanyl yellow, Rhodamine B, Boraks dan Formalin. Dari hasil pengujian tidak ditemukan sampel 

yang mengandung bahan berbahaya. 

Bagi desa yang menerapkan keamanan pangan secara mandiri, Badan POM memberikan 

apresiasi Desa Pangan Aman Award yang diumumkan pada puncak perayaan ulang tahun Badan 

POM RI setiap tahunnya. Penilaian dilaksanakan setelah intervensi GKPD. Dari hasil penilaian 

yang dilakukan oleh Balai POM di Palu, ditetapkan Desa Ampibabo Utara Kabupaten Parigi 

Moutong sebagai nominator yang diusulkan untuk mengikuti lomba desa Pangan Aman di tingkat 

nasional. Diharapkan Desa Ampibabo Utara dapat dijadikan sebagai model desa Pangan Aman 

dan dapat direplikasi oleh desa-desa di sekitarnya. 

Pelaksanaan kegiatan GKPD akan dimonitoring melalui kegiatan pengawalan pada tahun 

berikutnya di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Morowali serta dilaksanakan pertemuan 

Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Morowali. Pada tahap 

monitoring dan evaluasi, desa yang diintervensi menandatangani Dokumen Keamanan Pangan 
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sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan program GKPD secara mandiri di tahun 

berikutnya. Desa yang telah diintervensi tahun 2020 sudah dilakukan pengawalan pada tahun  

2021 di desa Doda dan desa Balane, Kabupaten Sigi 

Pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman pada masa pandemi Covid-19 dilakukan 

secara langsung (luring). Pertemuan secara langsung/tatap muka dilakukan dengan tetap 

memperhatikan protokol kesehatan (menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker).  

 

F.6 Intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) 

Tahun 2021 merupakan tahun ke-8 pelaksanaan intervensi program Pasar Aman dari 

Bahan Berbahaya oleh Balai POM di Palu dan pada tahun ini terjadi perubahan nomenklatur 

program dari Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi program Pasar Pangan Aman Berbasis 

Komunitas (PPABK) sampai saat ini telah diintervensi 10 pasar yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota 

di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :  

a. Pasar Manonda di Kecamatan Palu Barat (2014),  

b. Pasar Masomba di Kecamatan Palu Timur (2015),  

c. Pasar Bulili Petobo di Kecamatan Palu Selatan (2016),  

d. Pasar Tagunu di Kelurahan Kampal Kabupaten Parigi Moutong (2017), 

e. Pasar Inpres Malonda Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (2018),  

f. Pasar Sintuwu Maroso Kabupaten Poso (2019),  

g. Pasar Ranggulalo Kabupaten Sigi (2020), 

h. Pasar Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan (2020), 

i. Pasar Ampibabo di Kabupaten Parigi Moutong (2021) dan, 

j. Pasar Rakyat Bungku di Kabupaten Morowali (2021). 

 

Bentuk kegiatan intervensi Pasar Aman dari bahan berbahaya oleh Balai POM di Palu di 

Kabupaten  Parigi Moutong dan Kabupaten Morowali pada tahun 2021 dapat dilihat pada 

tabel 11. 
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Tabel 11. Profil Intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 

No Kegiatan Lokasi Hasil Kegiatan 

1 Survei Pasar   Pasar Ampibabo Hasil survei dengan nilai “cukup” 

  Pasar Rakyat Bungku Hasil Survei “baik” 

2 Advokasi Pemda 

dan Lintas Sektor 

Program 

Keamanan Pangan 

Terpadu (Desa 

Pangan Aman, 

Pasar Pangan 

Aman dan Pangan 

Jajanan Anak 

Sekolah )  

Auditorium Kantor 

Bupati Kabupaten Parigi 

Moutong 
 

- Pemda berkomitmen 
mengimplementasi 
Program Keamanan 
Terpadu (Desa Pangan 
Amn, Pasar Pangan Aman 
dan Sekolah Pangan 
Aman) demi terwujudnya 
pangan yang aman dan 
bermutu di sepanjang 
rantai pangan (from farm to 
table). 

- Masing-masing OPD 
pemangku kepentingan 
berkomitmen untuk 
bersinergi dalam 
implementasi 
program/kegiatan terkait 
keamanan pangan. 

- Berkomitmen 
meningkatkan koordinasi 
pengawasan keamanan 
pangan di wilayah 
kabupaten Parigi Moutong 

- Pemda kabupaten Parigi 
Moutong/OPD terkait 
berperan aktif dalam 
melaksanakan 
Pemberdayaan 
Masyarakat berbasis 
komunitas melalui Program 
Keamanan Terpadu di 
Kecamatan Ampibabo. 
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No Kegiatan Lokasi Hasil Kegiatan 

  Auditorium Kantor 

Bupati Morowali/Bungku 

1. Pemerintah Daerah Kab. 
Morowali berkomitmen 
untuk melaksanakan 
keberlangsungan program 
keamanan pangan di 
kabupaten Morowali 

2. Lintas sektor terkait akan 
bersinergi dengan Balai 
POM dan bersama 
sama/terpadu 
melaksanakan program 
terkait dengan keamanan 
pangan. 

 

3 Pelatihan 

Fasilitator dan 

BIMTEK Petugas 

Pasar  

Aula Kantor Camat 

Ampibabo 

Terdapat 20 orang Fasilitator Pasar 
yang siap melakukan uji sampel 
pangan yang beredar di Pasar 
Ampibabo secara mandiri 
menggunakan rapid tes kit untuk uji 
Formalin, Boraks, Rhodamin B dan 
Kuning Metanil 

  Bungku Kabupaten 

Morowali 

Terdapat 20 orang Fasilitator Pasar 
yang siap melakukan uji sampel 
pangan yang beredar di Pasar 
Ampibabo secara mandiri 
menggunakan rapid tes kit untuk uji 
Formalin, Boraks, Rhodamin B dan 
Kuning Metanil 

 

4 Monitoring dan 

Evaluasi Tahap I 

terhadap 

Implementasi 

Program Pasar 

Pangan Aman 

Berbasis 

Pasar Ampibabo Tidak ditemukan bahan berbahaya 
pada sampel uji pangan jajanan 
pasar. 
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No Kegiatan Lokasi Hasil Kegiatan 

Komunitas  

  Pasar Rakyat Bungku Tidak ditemukan bahan berbahaya 
pada sampel pangan jajanan pasar 
yang diuji 

5 Penyuluhan 

kepada komunitas 

pasar 

Pasar Ampibabo Adanya peningkatan pengetahuan 
Keamanan Pangan dan Bahan 
Berbahaya di dalam pangan bagi 
komunitas pasar Ampibabo 
(pedagang, pembeli dan 
masyarakat di sekitar pasar tentang 
bahan berbahaya 

  Pasar Rakyat Bungku Adanya peningkatan pengetahuan 
Keamanan Pangan dan Bahan 
Berbahaya di dalam pangan bagi 
komunitas pasar Bungku 
(pedagang, pembeli dan 
masyarakat di sekitar pasar tentang 
bahan berbahaya 

 

6 Kampanye Pasar 

Pangan Aman 

Pasar Ampibabo Peningkatan pengetahuan 
komunitas pasar dan masyarakat 
luas  tentang pasar pangan aman 
dari bahan berbahaya 

  Pasar Rakyat Bungku Peningkatan pengetahuan 
komunitas pasar dan masyarakat 
luas  tentang pasar pangan aman 
dari bahan berbahaya 

7 Monitoring Tahap II Pasar Ampibabo Tidak ditemukan bahan berbahaya 
pada sampel pangan jajanan pasar 
yang diuji 
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No Kegiatan Lokasi Hasil Kegiatan 

  Pasar Rakyat Bungku Tidak ditemukan bahan berbahaya 
pada sampel pangan jajanan pasar 
yang diuji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 42.  Kegiatan Survei Pasar Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong 
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Gambar 43. Pelatihan Fasilitator dan BIMTEK Petugas Pasar Ampibabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 44. Monitoring dan Evaluasi Pasar Tahap 1 
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Gambar 45. Monitoring dan Evaluasi Pasar Tahap 2  

F.7 Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah  

Program intervensi keamanan PJAS dalam tatanan normal baru tahun 2021 

dilaksanakan berdasarkan:  

a. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 

Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional 

b. Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian 

Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri tentang Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa 

pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 

c. Surat Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas Nomor 

08515/Dt.5.1/07/2020 tanggal 23 Juli 2020 perihal Tanggapan atas Usulan Perubahan 

Definisi Operasional Output Sekolah yang Diintervensi Keamanan Pangan Sekolah. 

Sekolah yang diintervensi Keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA 

Negeri maupun Swasta.  Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:  

- Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah Aktif.  

- Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah. 

- Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. 

 Tujuan intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung 

bahan berbahaya seperti Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Kuning Metanil dengan meningkatkan 

kesadaran komunitas sekolah dan menggalang komitmen untuk mengimplementasikan prinsip-
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prinsip dan praktek keamanan pangan di sekolah. Jumlah target sekolah yang diintervensi oleh 

Balai POM di Palu pada tahun 2021 sebanyak 57 sekolah dengan rincian : 14  Sekolah di 

Kabupaten Parigi Moutong, 10 Sekolah di Kabupaten Morowali dan 33 Sekolah di Kota Palu. 

 

Tabel 12. Distribusi Sekolah yang Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah 

tahun 2021 

No Nama 

Sekolah/Madrasah 

Kab/Kota Status (Negeri/ 

Swasta) 

1 SD Inpres 1 Ampibabo Kabupaten Parigi 

Moutong 

Negeri 

2 SD Inpres Tolole Kabupaten Parigi 

Moutong 

Negeri 

3 SDN Tolole Kabupaten Parigi 

Moutong 

Swasta 

4 SMAN 1 Ampibabo Kabupaten Parigi 

Moutong 

Negeri 

5 SD Insan Kamil Kabupaten Parigi 

Moutong 

Swasta 

6 SDN Buranga Kabupaten Parigi 

Moutong 

Negeri 

7 SD Inpres 2 Lemo Kabupaten Parigi Negeri 
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No Nama 

Sekolah/Madrasah 

Kab/Kota Status (Negeri/ 

Swasta) 

Moutong 

8 SD Inpres 1 Paranggi Kabupaten Parigi 

Moutong 

Negeri 

9 SD Inpres 2 Ampibabo Kabupaten Parigi 

Moutong 

Negeri 

10 SDN Toga Kabupaten Parigi 

Moutong 

Negeri 

11 SDN Paranggi Kabupaten Parigi 

Moutong 

Swasta 

12 SDN 1 Lemo Kabupaten Parigi 

Moutong 

Negeri 

13 MIS Alkhairaat Buranga Kabupaten Parigi 

Moutong 

Negeri 

14 SMPN 1 Ampibabo Kabupaten Parigi 

Moutong 

Negeri 
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No Nama 

Sekolah/Madrasah 

Kab/Kota Status (Negeri/ 

Swasta) 

15 SMAN 2 Bungku Kabupaten Morowali Negeri 

16 SMKN Pertambangan Bungku Kabupaten Morowali Negeri 

17 SMPN 3 IPI Bungku Kabupaten Morowali Negeri 

18 MTSN Morowali Kabupaten Morowali Negeri 

19 MIS Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali Neegeri 

20 SDN 8 Bungku Kabupaten Morowali Negeri 

21 SDN 10 Bungku Kabupaten Morowali Negeri 

22 SDN 6 Bungku Kabupaten Morowali Negeri 

23 SDN 16 Bungku Kabupaten Morowali Negeri 

24 MAN Morowali Kabupaten Morowali Negeri 
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Tabel 13. Profil Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah Tahun 2021 

 

No. Jenis Intervensi Lokasi Materi Keterangan 

1 Advokasi Program 
Keamanan Pangan 
Terpadu 

1.  Aula Kantor Bupati 
Parigi Moutong 
2. Aula Kantor Bupati 
Morowali 

Intervensi 
Keamanan 
Pangan Jajanan 
Anak Sekolah 

Peserta: 
Lintas 
sektor/OPD 
terkait 

2 Bimtek Kader Keamanan 
Pangan Sekolah 

1. Gedung Pertemuan 
SMA Neg. 1 Ampibabo 
2.  Kabupaten 
Morowali 

5 Kunci 
Keamanan 
Pangan 
Sarana dan 
Prasarana Kantin 
Sehat 

Peserta : 1 
orang guru 
UKS dan 1 
orang 
Pengelola 
Kantin 

3 Pemberian Paket Informasi 
Edukasi dan Promosi 
Keamanan Pangan 
Sekolah 

14 Sekolah  di Kab 
Parigi Moutong 
 
10 Sekolah di 
Kab.Morowali 

Rapid tes kit 
Leaflet Brosur, 
PosterKeamanan 
Pangan 
-X-Banner KP 
- Peralatan 
Praktek KP di 
Kantin Sekolah 

Paket 
Edukasi 
diserahkan 
pada saat 
Bimtek Kader 
Keamanan 
Pangan 
Sekolah oleh 
Petugas 
Balai POM di 
Palu 

4 Monitoring Pemberdayaan 
Komunitas Sekolah oleh 
Kader KPS 

14 Sekolah di Kab. 
Parigi Moutong 
 
10 Sekolah di Kab. 
Morowali 

Implementasi 
Program 
Keamanan 
Pangan Sekolah 
oleh Kader KPS 

Petugas 
Balai POM di 
Palu 
melakukan 
monitoring 
terhadap 
pemberdaya
an komunitas 
sekolah oleh 
Kader KPS  

5 Audit Sertifikasi Sekolah 
Pangan Aman 

14  Sekolah yang 
diintervensi A di 
Kabupaten Parigi 
Moutong 
 
12 Sekolah yang 
diintervensi A di 
Kabupaten Morowali 

Dokumen : 
- SK Tim KPS 
-  Rencana Aksi  
- Tata Tertib 
Kantin; 

Pemberian 
sertifikat 
sekolah 
Pangan 
Aman oleh 
Petugas 
BPOM di 
Palu  
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 Kegiatan Intervensi pangan jajanan anak sekolah (PJAS) diawali dengan pelaksanaan 

advokasi Pemda dan Lintas Sektor Program Keamanan Pangan Terpadu di Kabupaten Parigi 

Moutong dan Kabupaten Morowali. Peserta pertemuan advokasi  meliputi OPD/Lintas Sektor 

terkait yang ada di kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Morowali. Advokasi ini bertujuan 

untuk menggalang komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program Keamanan Pangan 

Terpadu  {Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman dan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)}. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 46. Advokasi PEMDA dan Lintas Sektor Program Keamanan Pangan Terpadu              

 Tahap selanjutnya adalah Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Kader Keamanan 

Pangan Sekolah (KPS)  yang diikuti oleh 2 orang peserta dari tiap sekolah yang diintervensi (1 

orang guru dan 1 orang pengelola kantin).Jumlah peserta yang hadir 24 orang. Kepala Balai POM 

di Palu membuka resmi kegiatan Bimtek dan menyampaikan materi Keamanan Pangan. Materi 

tentang Kantin Sehat dan Syarat Sertifikasi Higiene Sanitasi Sekolah disampaikan oleh 

narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong  
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Gambar 47. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Parigi Moutong  

 Pada pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah dirangkaikan dengan 

pemberian paket edukasi/paket promosi keamanan pangan secara  simbolik. Paket edukasi 

berupa x-banner, brosur, leaflet, buku/modul dan perlengkapan praktek keamanan pangan 

(masker, penutup kepala, celemek dan penjepit makanan). Selain paket edukasi tiap-tiap sekolah 

menerima 1 paket „Rapid Tes Kit‟ untuk menguji secara mandiri kandungan bahan berbahaya 

seperti Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Kuning Methanil yang diduga terdapat pada 

makanan/minuman jajanan anak sekolah. Pada kesempatan ini petugas Balai POM di Palu juga 

melakukan praktek/simulasi penggunaan „Rapid Test  Kit’ tersebut. 

 

Gambar 48. Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan dan Simulasi Penggunaan Rapid 

Test Kit oleh Petugas Balai POM di Palu 
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 Tahapan monitoring pemberdayaan komunitas sekolah oleh Kader KPS dilaksanakan di 

semua sekolah yang diintervensi A (14 Sekolah di Kabupaten Parigi Moutong, 10 Sekolah di 

kabupaten Morowali). Pelaksanaan monitoring dimaksudkan untuk melihat/memantau 

implementasi program keamanan pangan oleh kader keamanan pangan sekolah di sekolahnya. 

Pelaksanaan monitoring  dilakukan oleh petugas Balai POM di Palu. Pada kesempatan ini 

dilakukan juga praktek/simulasi penggunaan Rapid Test Kit oleh Kader Keamanan Pangan 

Sekolah dan kegiatan kader KPS melalui pemberdayaan komunitas sekolah. 

 Tahapan terakhir adalah sertifikasi sekolah dengan PJAS aman. Seluruh  sekolah yang telah 

diintervensi A dilakukan audit terhadap implementasi program Keamanan Pangan Jajanan Anak 

Sekolah di sekolahnya.. Sertifikasi Sekolah  Pangan Aman diberikan kepada  sekolah yang 

memiliki komitmen dalam penerapan praktek keamanan pangan di sekolahnya, memiliki 

kelengkapan checklist sarana prasarana keamanan pangan dan memiliki dokumen rencana aksi  

keamanan pangan sekolah. 

Pada tahun 2021  seluruh sekolah target intervensi A program keamanan PJAS  oleh 

Balai POM di Palu di Kabupaten Parigi Moutong (14 sekolah) dan Kabupaten Morowali (10 

sekolah) telah memperoleh Sertifikasi Sekolah Pangan Aman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 49. Pemberian Sertifikat Sekolah Pangan Aman  
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F.8 Pembinaan IRTP melalui Penyuluhan Keamanan Pangan 

Balai POM di Palu telah melakukan pembinaan terhadap IRTP melalui Penyuluhan 

Keamanan Pangan (PKP) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama 

Balai POM di Palu  dalam rangka Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). 

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan keamanan pangan ini Balai POM di Palu bertindak 

selaku narasumber. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 50. Penyuluhan Keamanan Pangan Dalam Rangka Sertifikat PKP  

 

Jumlah IRTP yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan pada tahun 2021 di 

wilayah kerja Balai POM di Palu sebanyak 418 IRTP dan pemilik/pengelola IRTP yang 

memperoleh Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan sebanyak 526 pelaku usaha.  Jumlah 

Produk Pangan Olahan IRTP yang memperoleh No.PIRT pada tahun 2021 di Sulawesi Tengah 

sebanyak 2221 produk.  

 Adapun distribusi Jumlah IRTP yang dibina melalui PKP, Jumlah pemilik/pengelola IRTP 

yang memperoleh Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan Jumlah produk pangan olahan 

IRTP yang memperoleh No.IRTP menurut wilayah kerja Balai POM di Palu, dapat dilihat pada 

tabel berikut ini:   
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Tabel 14. Jumlah Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan IRT pada Tahun 

2021 

No. Kabupaten/Kota Jumlah Peserta 
PKP IRTP 

Sertifikasi PKP Sertifikasi Produk 
(No.PIRT) sd th 
2021 

1 Palu 140 140 1165 

2 Sigi 60 60 184 

4 Parigi Moutong            80 80 64 

5 Donggala 100 94 131 

6 Buol  0 70 217 
 

7 Toli-Toli 0 0 234 

8 Morowali           41 31 75 

9 Morowali Utara 30 21 51 

10 Poso 30 30 100 

 Jumlah 418 526 2221 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  Gambar 51. Profil Pembinaan IRTP melalui Penyuluhan Keamanan Pangan Tahun 2021 
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F.9 Data Kasus Keracunan 

Data kasus keracunan yang diperoleh dari rumah sakit di wilayah Sulawesi Tengah 

merupakan salah satu kegiatan Sentra Informasi Keracunan untuk mengidentifikasi keracunan 

melalui pengumpulan data, evaluasi, dan monitoring kegiatan pencegahan keracunan. Tahun 2021 

terdapat 61 data kasus keracunan terdiri atas 7 kasus keracunan obat, 2 kasus keracunan obat 

tradisional, 1 kasus keracunan kosmetika, 4 kasus keracunan pangan, 28 kasus keracunan 

pestisida dan 19 kasus keracunan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 52.  Kasus Keracunan Berdasarkan Jenis Penyebab Tahun 2021 

 

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa keracunan yang terjadi paling banyak disebabkan 

oleh pestisida. Tingginya frekuensi kejadian keracunan akibat pestisida karena masyarakat pada 

umumnya belum mengetahui cara penyimpanan bahan-bahan kimia berbahaya yang sering 

digunakan sehari-hari sehingga penyimpanannya berada dalam satu tempat dengan penyimpanan 

pangan yang akan dikonsumsi. Kasus keracunan umumnya terjadi pada rentang usia 15-49 tahun 

yang merupakan usia produktif.  
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Gambar 53.  Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2021 

 

Untuk menghindari terjadinya keracunan pangan, pengetahuan tentang hygiene dan 

sanitasi perlu ditingkatkan melalui KIE tentang hygiene dan sanitasi dan sertifikat Laik Sehat dari 

Dinas Kesehatan bagi usaha pangan siap saji. 

 

G. Sertifikasi Produk dan Sarana Produksi dan/atau Distribusi Obat dan 

Makanan 

G.1 Audit dalam rangka sertifikasi 

Balai POM di Palu juga menyediakan layanan sertifikasi yaitu Surat Keterangan Impor, 

Surat Keterangan Ekspor, Rekomendasi CPOB, CDOB, CPOTB Bertahap, CPKB, dan CPPOB. 

Namun, belum terdapat pengajuan surat keterangan Impor yang ditujukan ke Balai POM di Palu.  

G.1.1 Audit Sertifikasi Sarana Obat Tradisional 

Pada wilayah pengawasan Balai POM di Palu belum terdapat fasilitas produksi obat 

tradisional, sehingga tidak dilakukan audit sertifikasi sarana produksi obat tradisional.  

G.1.2 Audit Sertifikasi Sarana Produksi Kosmetik 

Audit sertifikasi sarana produksi kosmetik dalam rangka permohonan surat keterangan 

penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) dilakukan terhadap 1 sarana produksi 
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kosmetik. Pemeriksaan dilakukan secara onsite ke sarana produksi tersebut. Hasil dari audit 

tersebut yakni diterbitkannya rekomendasi untuk penerbitan Surat keterangan penerapan CPKB. 

  

G.1.3 Audit Pendaftaran dan Perpanjangan Izin Produk Pangan 

Audit dalam rangka pendaftaran dan perpanjangan izin produk pangan pada tahun 

2021 dilakukan terhadap 8 sarana produksi pangan yang tersebar di 9 kabupaten/kota. 

Rekomendasi PSB diterbitkan untuk 8 sarana yang memenuhi ketentuan, yaitu sebanyak 

2 sarana mendapatkan rating A dan 6 sarana mendapatkan rating B.  

 

G.1.4 Rekomendasi ekspor pangan 

Balai POM di Palu telah menerbitkan Surat Keterangan Ekspor (SKE) sebanyak 

32 Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari 32 permohonan yang diterima (100%). 

 

G.1.5 Audit Resertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) 

Audit resertifikasi CDOB terhadap Pedagang Besar Farmasi (PBF) dilakukan terhadap 

permohonan resertifikasi yang ditujukan ke Balai POM di Palu. Permohonan untuk resertifikasi 

CDOB yaitu sebanyak 3 permohonan dari PBF. Hasil dari audit tersebut yakni diterbitkannya 

rekomendasi CDOB. 
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Gambar 54. Profil Layanan Sertifikasi 

 

H. PEMANTAUAN IKLAN DAN LABEL 

H.1 Pemantauan Iklan 

Balai POM di Palu telah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 1115 iklan 

Obat dan Makanan (80 iklan obat, 75 iklan obat tradisional, 35 iklan suplemen kesehatan, 215 iklan 

pangan, 350 iklan kosmetik dan 360 iklan rokok). Rincian pemantauan iklan oleh Balai POM di 

Palu sebagai berikut : 

Tabel 15. Data Pemantauan Iklan 

Produk Realisasi 

MK TMK Total 

Obat 67 13 80 

Obat Tradisional 66 9 75 

Suplemen Kesehatan 34 1 35 

Kosmetik 309 41 350 
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Pangan 195 20 215 

Rokok/produk 
tembakau 

298 62 360 

Aspek iklan yang tidak memenuhi ketentuan berupa iklan berlebihan/menyesatkan, 

klaim/testimoni berlebihan, pemasangan iklan rokok memotong jalan dan mengiklankan rokok di 

kawasan bebas rokok dan di jalan protokol. Profil pemantauan iklan produk dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

H.2 Pemantauan Label 

Pemantauan label dilaksanakan pada saat pengambilan sampel. Dari hasil 

pemantauan label obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk 

pangan menunjukan masih adanya label yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini menunjukan 

ketidakpatuhan produsen dalam melaksanakan peraturan label yang berlaku. Sehingga 

pemantauan label perlu ditingkatkan hasil pemantauan label yang dilakukan pada tahun 

2021 sebagai berikut: 

H.2.1 Pemantauan label obat 

Dalam rangka melindungi masyarakat dari informasi pada label produk yang dapat 

menyesatkan konsumen, telah dilakukan pemantauan label obat. Label produk obat yang 

diawasi meliputi bungkus luar, brosur, strip/blister, etiket dan ampul. Pengawasan label obat 

dilakukan sebanyak 428 sampel obat dengan hasil sebanyak 413 label memenuhi ketentuan dan 

15 label tidak memenuhi ketentuan. Penandaan label obat yang tidak memenuhi ketentuan 

tersebut yaitu tidak lengkapnya informasi di dalam brosur dan pada produk tidak dilengkapi brosur. 

Profil hasil pemantauan label obat dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 55. Profil Pemantauan label produk obat 

 

H.2.2 Pemantauan label obat tradisional 

Pengawasan penandaan terhadap 322 label kemasan obat tradisional. dari 

evaluasi terhadap penandaan produk sebanyak 305 label memenuhi ketentuan dan yang 

tidak memenuhi ketentuan sebanyak 17 label. Penandaan label obat tradisional yang tidak 

memenuhi ketentuan tersebut yaitu klaim berlebihan pada label obat tradisional. Profil hasil 

pemantauan label obat tradisional dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 56. Profil Pemantauan label produk obat tradisional 
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H.2.3 Pemantauan label suplemen kesehatan 

Dilakukan pengawasan penandaan terhadap 107 label kemasan suplemen 

kesehatan. Hasil evaluasi terhadap penandaan produk sebanyak 104 label memenuhi 

ketentuan dan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 3 label. Penandaan semua label 

suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut yaitu klaim berlebihan pada 

label suplemen kesehatan. Profil hasil pemantauan label suplemen kesehatan dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 57. Profil Pemantauan label produk suplemen kesehatan 

 

H.2.4 Pemantauan label kosmetik 

Dilakukan pengawasan penandaan terhadap 640 label kemasan kosmetik. Hasil 

evaluasi terhadap penandaan produk sebanyak 453 label memenuhi ketentuan dan yang 

tidak memenuhi ketentuan sebanyak 187 label. Penandaan label kosmetik yang tidak 

memenuhi ketentuan tersebut yaitu klaim berlebihan/menyesatkan dan perlu adanya data 

dukung terhadap klaim. Profil hasil pemantauan label kosmetik dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 58. Profil Pemantauan label produk kosmetik 

 

H.2.5 Pemantauan label pangan 

Dilakukan pengawasan penandaan terhadap 594 label pangan. Hasil evaluasi 

terhadap penandaan produk sebanyak 522 label memenuhi ketentuan dan yang tidak 

memenuhi ketentuan sebanyak 72 label. Penandaan label pangan yang tidak memenuhi 

ketentuan tersebut yaitu tidak lengkapnya informasi di dalam produk. Profil hasil pemantauan 

label pangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 59. Profil Pemantauan label produk pangan 
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H.2.6 Pemantauan label produk rokok/tembakau 

Dilakukan pengawasan penandaan terhadap 120 label rokok/tembakau. Hasil 

evaluasi terhadap penandaan produk sebanyak 46 label memenuhi ketentuan dan yang 

tidak memenuhi ketentuan sebanyak 74 label. Penandaan label rokok/tembakau yang 

tidak memenuhi ketentuan tersebut yaitu tidak lengkapnya informasi berupa tanggal 

kedaluwarsa pada produk. Profil hasil pemantauan label rokok/tembakau dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 60. Profil Pemantauan label produk rokok/tembakau 

 

I. PENYIDIKAN DAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN 

MAKANAN 

I.1 Hasil Pemetaan Rawan Kasus 

Balai POM di Palu pada tahun 2021 melakukan penginputan data Rawan kasus ke dalam 

Aplikasi Dashboard Penindakan sebanyak 18 kasus terdiri dari 9 kasus hasil operasi intelijen dan 9 

kasus operasi penindakan obat dan makanan. Dari 18 kasus pelanggaran yang berlanjut ke tahap 

Penyidikan sebanyak 4 perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang terdiri atas : 

● 1 perkara Obat Tradisional TIE di Kota Palu,  

● 1 perkara Kosmetik  TIE di Kabupaten Poso,  

● 2 perkara Obat TIE di Kabupaten Morowali dan Tojo una-una.  
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Modus operandi yang digunakan dalam beberapa perkara yang ditangani Balai POM di Palu 

adalah penjualan secara online sehingga diintensifkan cyber patrol untuk mendeteksi penjualan 

secara online khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Hasil lebih rinci terkait data rawan kasus 

dapat dilihat pada tabel 12. 

 

 

Gambar 61.  Jumlah Laporan Informasi Operasi Intelijen 

I.2 Hasil Operasi Intelijen  

Telah dilakukan operasi intelijen atau investigasi awal dan menghasilkan 22 laporan 

Intelijen. Tindak lanjut dari 22 hasil operasi intelijen, 9 kasus dilanjutkan dengan operasi 

penindakan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Palu. Hasil operasi penindakan dari 9 kasus 

terdiri dari  

● 1 kasus produk obat keras tanpa kewenangan dan obat tradisional TIE,  

● 1 kasus Produk Pangan TIE, dan  

● 7 kasus produk kosmetik TIE. 

Dalam keadaan pandemi COVID-19, Balai POM di Palu tetap melaksanakan tugas di 

bidang penegakan hukum dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hasil lebih rinci terkait 

operasi intelijen dapat dilihat pada tabel 13. 
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I.3 Hasil Operasi Penindakan 

Tindak lanjut terhadap 9 kasus hasil operasi penindakan yang dilakukan Balai POM di 

Palu, yaitu 4 kasus dilanjutkan ke proses Penyidikan sesuai  dengan tabel 14. Sedangkan  5 kasus 

tidak dilanjutkan ke proses Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pasal 

yang disangkakan. Untuk produk temuan hasil operasi penindakan dibuatkan berita acara serah 

terima barang dari pemilik barang kepada petugas Balai POM di Palu yang selanjutnya barang 

bisa dilakukan pemusnahan ditempat atau barang dibawa ke kantor  Balai POM di Palu disimpan 

dalam gudang Barang Bukti untuk nantinya dilakukan pemusnahan di Kantor Balai POM di Palu 

dan pemilik barang diwawancarai/dimintai keterangan, diberikan peringatan terkait pelanggaran 

yang telah dilakukan serta pemilik barang menandatangani surat pernyataan agar tidak 

mengulangi pelanggaran kembali. 

Pada tahun 2021 capaian jumlah perkara Balai POM di Palu sebanyak empat perkara dari 

empat perkara yang ditargetkan. Jumlah perkara yang diselesaikan hingga Tahap 2 pada tahun 

2021 sebanyak 4 perkara yaitu OT TIE, Kosmetik TIE, dan Obat  TIE sebanyak 2 perkara.  

Selanjutnya ada dua perkara carry over tahun 2019 yang ditangani Balai POM di Palu yaitu 

perkara Obat dan kosmetik TIE dan perkara tersebut juga sudah diselesaikan hingga tahap 2 yaitu 

penyerahan tersangka dan barang bukti. Sehingga seluruh perkara pelanggaran di Bidang Obat 

dan Makanan yang ditangani  Balai POM di Palu sudah terselesaikan tidak ada yang terhutang 

hingga akhir tahun 2021 hasil secara rinci dapat dilihat pada tabel 14.  
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Gambar 62.  Jumlah Data Rawan kasus dan  Perkara yang ditangani PPNS  Balai POM di 

Palu 

Sebagai bentuk koordinasi Balai POM di Palu memberikan bantuan kepada Loka POM di 

Kabupaten Banggai berupa tenaga penyidik untuk menangani perkara yang terjadi di wilayah Loka 

POM di Kabupaten Banggai. Satu kasus di bidang obat yaitu Obat Keras TIE, satu kasus di bidang 

obat tradisional yaitu distribusi Obat Tradisional Tanpa Izin Edar. Kedua kasus dilanjutkan ke 

proses Projustitia. Perkara terkait Obat Keras TIE masuk ke dalam tahap I pada bulan April dan 

lanjut tahap II pada bulan Mei tahun 2021 dan perkara terkait distribusi Obat Tradisional TIE masuk 

dalam Tahap I pada bulan Oktober kemudian telah diselesaikan hingga tahap II pada bulan 

November tahun 2021. 

 

J. Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen 

Peran masyarakat dalam memilih dan mengkonsumsi produk Obat dan Makanan yang 

aman, bermanfaat dan bermutu harus lebih ditingkatkan lagi karena masyarakat juga sebagai 

salah satu pilar sistem pengawasan Obat dan Makanan. Upaya peningkatan kesadaran 

masyarakat dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE). 

Program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh BPOM di Palu adalah meliputi: 
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1. Layanan informasi dan pengaduan konsumen 

2. KIE langsung ke masyarakat 

3. KIE melalui sosial media 

4. KIE di media elektronik 

5. Inovasi Pelayanan Publik 

 

J.1 Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen  

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM nomor 27 tahun 2018 tentang standar 

pelayanan publik di lingkungan Badan POM RI yang merupakan standar yang digunakan oleh 

petugas Badan POM  di  seluruh  Indonesia  yang  menekankan  bahwa  pelayanan publik 

dilakukan dengan mengacu pada maklumat pelayanan yang berbunyi: 

 

Pada tahun 2021 jumlah permintaan informasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 192 

permintaan, mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2020 sebanyak 176 permintaan. Hal ini 

disebabkan masyarakat merasa lebih puas mendapatkan informasi dengan datang secara 

langsung ke Balai POM di Palu daripada hanya mendapatkan informasi di media sosial dan 

website Balai POM di Palu. 

Persentase layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA) adalah 

100%. Waktu layanan untuk memenuhi permintaan informasi maksimal 1 hari kerja. Secara umum 

masyarakat telah mendapatkan jawaban atas permintaan informasi secara langsung di ruang 

 

“Sanggup menyelenggarakan pelayanan 

sesuai dengan standar pelayanan yang telah 

ditetapkan dan apabila tidak menepati kami siap 

menerima sanksi sesuai dengan ketentuan 
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layanan ULPK. Untuk tindak lanjut pengaduan maksimal 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 

hingga 7 hari kerja jika membutuhkan penelusuran lebih lanjut. 

Persentase layanan yang diselesaikan sesuai SLA setiap bulannya digambarkan dalam 

grafik berikut ini: 

 

Gambar 63. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA 

 

Gambar 64. Profil Penggolongan Konsumen menurut Profesi 
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Berdasarkan profil penggolongan konsumen menurut profesi, konsumen yang paling 

banyak mengajukan pertanyaan adalah dari pelaku usaha. Permintaan informasi dari pelaku usaha 

umumnya terkait proses registrasi pangan olahan, hal ini menunjukan tingkat kesadaran pelaku 

usaha untuk mendaftarkan pangan olahannya dan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang 

cukup tinggi di Sulawesi Tengah. 

 

J.2 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)  

J.2.1 Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Keliling 

Kegiatan ini bertujuan memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada 

masyarakat agar terhindar dari penggunaan Obat dan Makanan ilegal, tidak memenuhi syarat 

mutu dan keamanan serta berbahaya yang dapat berisiko terhadap kesehatan. 

Dalam upaya memberikan informasi Obat dan Makanan yang lebih dekat pada 

masyarakat, salah satu kegiatan Balai POM di Palu adalah melakukan Komunikasi Informasi dan 

Edukasi Obat dan Makanan menggunakan mobil laboratorium keliling ke tempat- tempat 

keramaian yaitu: pasar tradisional yaitu pasar tua dan pasar masomba dan tenda pasar Ramadan. 

Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan di sekolah, ritel dan di sarana IRTP.  Kegiatan ini berupa 

penyampaian informasi terkait produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan 

makanan; melakukan demonstrasi singkat cara-cara mengenali produk ilegal dengan menampilkan 

produk pada mobil laboratorium keliling yang dapat disaksikan langsung oleh pengunjung; 

melakukan tanya jawab kepada konsumen terkait produk yang tidak memenuhi syarat; dan 

pemberian brosur/leaflet kepada konsumen/masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 16 

kali selama tahun 2021 
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Gambar 65. Kegiatan KIE Obat dan Makanan Keliling 

 

J.2.2 Komunikasi Informasi dan Edukasii  Melalui Media Elektronik 

Promosi melalui media dilaksanakan dalam bentuk talkshow di media elektronik dan 

penayangan iklan layanan masyarakat. Balai POM di Palu melaksanakan talkshow bekerjasama 

dengan media elektronik sebanyak 4 kali di TVRI Sulawesi Tengah dengan tema intensifikasi 

pangan dan kinerja BPOM tahun 2021 dan 2 kali di Radio RRI Palu. Talkshow ini dilaksanakan 

dengan metode interaktif sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat tentang obat 

dan makanan diharapkan melalui media. Selain itu kegiatan sosialisasi di media elektronik 

dilakukan dalam bentuk pembuatan video profil dan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di 

media elektronik. 
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Gambar 66. KIE melalui media elektronik  

 

J.2.3 Komunikasi Informasi dan Edukasi Melalui Media Sosial 

Balai POM di Palu melaksanakan penyebaran informasi melalui media sosial facebook, 

twitter, Instagram, youtube channel Balai POM di Palu. Pada tahun 2021, terdapat 180 konten 

yang dibagikan dalam bentuk infografis, videografis dan foto kegiatan. 
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